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Pembangunan bidang kesehatan menjadi perhatian penting dalam komitmen 
internasional, yang dituangkan dalam Millennium Development Goals (MDGs).Dalam 
MDGs terdapattujuan yang 
terkaitlangsungdenganbidangkesehatanyaitumenurunkanangkakematiananakdanmeni
ngkatkankesehatanibu. Program yang telahditepkanolehpemerintahadalah program 
PONEK (PelayananObstetri Neonatal EmergensiKomprehensif). RSKD 
IbudanAnakSiti Fatimah merupakansalahsaturumahsakit yang 
menyediakanpelayananPONEK. 
PenelitianinibertujuanuntukMendeskripsikanimplementasi program 
PelayananObstetrik Neonatal EmergensiKomprehensif (PONEK) di RSKD Siti 
Fatimah Kota Makassar darisemuavariabel (komunikasi, sumberdaya, 
disposisidanstrukturbirokrasi).Jenispenelitian yang 
dilakukanadalahpenelitiankualitatifdenganpendekatandeskriptifdenganjumlahinforma
nsebanyak 4 orangdenganmenggunakantehnikatauinstrumenwawancaramendalam 
(Indepth Interview). 
Hasilpenelitianinimenunjukanbahwadarisegistandarkebijakanmengacupadasta
ndar yang dikeluarkanpemerintah.Pihakrumahsakittelahmengeluarkan SK Tim 
PONEK, SOP PenerimaandanPenangananPasien, serta SOP 
pendelegasianwewenang.semuastafpelaksanaPoneksudahmengertistandar yang 
menjadiindikatorpelayananPonek, jugaparastafpelaksanapelayananPonek di 
rumahsakitSiti Fatimah sudahmengetahuidenganbaiksiapa yang 




berasaldaridanapelatihandiklatdariRumahSakitsendiri yang berasaldaridana BLUD. 
Akan tetapiterdapatbeberapakriteria yang tidaksesuaistandar, 
yaknibelumtersedianyapelayananradiologiselama 24 jam. 
Disarankankapada RSKDIbudanAnakSiti Fatimah KotaMakassar, 
danmemerhatikanmanajemenkearsipan (SK Tim PONEK), 
danperlunyadisediakandanauntuk Tim PONEK. 




BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dan 
salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 
bangsa Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah 
bertanggung Jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang 
adil dan meratabagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan 
yang setinggi-tingginya sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 
16. Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam 
komitmen Internasional, yang dituangkan dalam Millenium Development 
Goals (MDGs).  
Seperti kita ketahui bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 
Kematian Neonatal (AKN) di Indonesia masih tertinggi di antara Negara 
ASEAN dan penurunannya sangat lambat. AKI dari 307/100.000 kelahiran 
hidup, menjadi 228/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Demikian pula 
Angka Kematian Bayi (AKB) 35/1000 kelahiran hidup menjadi 34/1000 
kelahiran hidup pada tahun 2007. Seharusnya sesuai dengan Tujuan 
Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 target penurunan AKI dari 
408/100.000 menjadi 102/100.000 pada tahun 2015 AKB dari 68/1000 
kelahiran hidup menjadi 23/1000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Index 
Pembangunan Manusia di Indonesia berada pada urutan ke 124 dari 187 
negara pada tahun 2011 dan selama 5 tahun terakhir ini mengalami perbaikan 
namun sangat lambat. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-
Bangsa pada tahun 2000 disepakati bahwa terdapat 8 Tujuan Pembangunan 
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Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) pada tahun 2015. Dua 
diantara tujuan tersebut mempunyai sasaran dan indikator yang terkait dengan 
kesehatan ibu, bayi dan anak yaitu mengurangi dua per tiga tingkat kematian 
anak-anak usia di bawah 5 tahun dan mengurangi tiga per empat rasio 
kematian ibu dalam proses melahirkan. Meskipun tampaknya target tersebut 
cukup tinggi, namun tetap dapat dicapai apabila dilakukan upaya terobosan 
yang inovatif untuk mengatasi penyebab utama kematian tersebut yang 
didukung kebijakan dan sistem yang efektif dalam mengatasi berbagai 
kendala yang timbul selama ini. Dua per tiga dari AKB didominasi oleh AKN. 
Penyebab dari AKN di negara berkembang maupun di Indonesia kurang lebih 
sama. 
Berdasarkan data Riskesdas 2007, penyebab kematian terbanyak 
neonatus usia 0-6 hari antara lain gangguan atau kelainan pernafasan (35,9%), 
prematuritas (32,4%), dan sepsis (20%). Ketiga hal tersebut diatas seharusnya 
dapat dihindari. Kendala yang dihadapi masih berkisar antara keterlambatan 
pengambilan keputusan, merujuk dan mengobati. Sedangkan kematian ibu 
umumnya disebabkan perdarahan (27%), eklampsia (23%), infeksi (11%), 
dan abortus (5%) (SKRT 2001). Hambatan lain juga ialah penyediaan dan 
akses pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. Upaya menurunkan 
AKI dan AKB telah dilakukan. Diantaranya adalah mulai tahun 1987 telah 
dimulai program Safe Motherhood dan mulai tahun 2001 telah dilancarkan 
Rencana Strategi Nasional Making Pregnancy Safer (MPS) yaitu strategi 
sektor kesehatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan akibat 
kematian dan kesehatan ibu dan bayi. 
AKI dan AKB di Kota Makassar sejak tahun 2010-2012 menurun, 
masing-masing 15,39 kelahiran hidup, 14,99/100.000 kelahiran hidup, dan 
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8,23/100.000 kelahiran hidup, sudah mencapai standar Kepmenkes yakni 
100/100.000 kelahiran hidup dan untuk AKB cenderung fluktatif yakni pada 
tahun 2010 sebesar 2,05/1000 kelahiran hidup, 0,89/1000 kelahiran hidup dan 
2,45/1000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan, 
2013). 
Pelayanan obstetri dan neonatal regional merupakan upaya 
penyediaan pelayanan bagi ibu dan bayi baru lahir secara terpadu dalam 
bentuk Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di 
Rumah. Rumah sakit PONEK 24 Jam merupakan bagian dari sistem rujukan 
pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal, yang sangat berperan dalam 
menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.  
PONEK merupakan program pemerintah yang diselenggarakan untuk 
dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Rumah sakit PONEK 24 jam 
adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal 
dan neonatal secara komprehensif dan integrasi 24 jam. PONEK adalah suatu 
program pelayanan kesehatan bukan pembiayaan kesehatan sehingga 
PONEK berbeda dengan Jampersal. PONEK adalah bentuk pelayanan 
kedaruratan persalinan sedangkan Jampersal adalah program pembiayaan 
persalinan dari pemerintah bagi masyarakat tidak mampu.  
Adapun Ruang lingkup pelayanan PONEK di Rumah Sakit dimulai 
dari garis depan/UGD dilanjutkan ke kamar operasi/ruang tindakan sampai 
ke ruang perawatan. Secara singkat dapat dideskripsikan sebagai berikut, 
Stabilisasi di UGD dan persiapan untuk pengobatan definitif, Penanganan 
kasus gawat darurat oleh tim PONEK RS di ruang tindakan, Penanganan 
operatif cepat dan tepat meliputi laparatomi dan seksio sesaria, Perawatan 
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intermediate dan intensif ibu dan bayi, Pelayanan Asuhan Ante Natal Risiko 
Tinggi. 
Kunci keberhasilan PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan 
yang sesuai kompetensi, sarana, prasarana dan manajemen yang handal. Ada 
tiga hal yang dapat menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu yaitu 
dengan meningkatkan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan 
menangani kasus resiko tin ggi memadai, pertolongan persalinan yang bersih 
dan aman, pelayanan pasca persalinan dan kelahiran oleh Nakes terampil, dan 
pelayanan Obstetry neonatal Emergency komperehensif (PONEK) yang 
dapat dijangkau (KEMENKES RI, 2010). 
Adapun hasil penelitian sebelumnya (kajian pustaka) yaitu pertama, 
di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo (Implementasi Kebijakan 
Pelayanan PONEK RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2013, 
oleh Elva Permatasari, Indahwaty sidin, Alimin maidin) sudah mengetahui 
dengan baik siapa yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan Ponek, 
sedangkan sumber daya manusia masih kurang, fasilitasnya sudah tersedia, 
dan sumber dana sudah terpenuhi dari pusat. Kesimpulan dari hasil penelitian 
ini adalah SDM belum mencukupi,fasilitasnya sudah terpenuhi,dan sumber 
dananya diatur didalam RBA kemudian diusulkan ke pusat.sedangkan faktor 
penghambat dalam pelaksanaan PONEK yaitu masih kurangnya SDM,dan 
masih ada tim PONEK yang belum menjalankan tugas sesuai dengan 
Tupoksi.  
Kedua, di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sitti Fatimah Kota 
Makassar Tahun 2013 (Evaluasi pelaksanaan kebijakan PONEK Di rumah 
sakit khusus daerah ibu dan anak siti fatimah kota makassar tahun 2013, oleh 
Ma’rifah, Noer Bahry Noor,Syahrir A. Pasinringi) hasil penelitiannya 
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menunjukkan dalam pelaksanaan PONEK dari segi standar kebijakan 
mengacu pada standar yang dikeluarkan pemerintah. Pihak rumah sakit telah 
mengeluarkan SK Tim PONEK, SOP Penerimaan dan Penanganan Pasien, 
serta SOP pendelegasian wewenang. Terdapat beberapa kriteria yang tidak 
sesuai standar, yakni belum adanya pelayanan darah selama 24 jam, belum 
tersedianya pelayanan radiologi selama 24 jam. Dalam penelitian ini tidak 
ditemukan beberapa arsip yang dibutuhkan seperti SK Tim PONEK. Sasaran 
kebijakan dari informasi yang disampaikan oleh responden mengetahui 
dengan jelas yakni untuk pasien emergensi. Sumber daya manusia sudah 
memenuhi dan sesuai standar, anggaran PONEK di rumah sakit ini berasal 
dari APBN, dari segi finansial masih belum ada insentif khusus bagi tenaga 
pelaksana PONEK. Disarankan kapada RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah 
Kota Makassar, perlunya disediakan pelayanan darah dan radiologi selama 24 
jam, dan memerhatikan manajemen kearsipan (SK Tim PONEK), dan 
perlunya disediakan dana untuk Tim PONEK.  
Ketiga, Di RSUD Kota Semarang (Analisis Implementasi Kebijakan 
Pelayan Obstetri neonatal Emergency Komprehensif, oleh, Tyas Destiana) 
dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa RSUD Kota Semarang 
dalam pelaksanaan PONEK dari faktor komunikasi belum optimal (belum 
memenuhi aspek intensitas, dimana frekuensi sosialisasi tidak menentu). 
Sumber daya belum memenuhi (SDM secara kuantitas masih kurang 
mencukupi, dan secara kualitas belum mendapatkan pelatihan semua, dari 
segi finansial masih belum ada insentif khusus bagi tenaga pelaksana 
PONEK, sedangkan segi sarana prasarana sudah mencukupi dan tidak ada 
permasalahan). Disposisi/sikap pelaksana program cukup mendukung. 
Struktur birokrasi belum optimal (SOP sudah tersedia dan dijalankan dengan 
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baik, namun dari struktur organisasi belum berfungsi secara optimal karena 
koordinasi anggota belum dilaksanakan). Disarankan bagi Dinas Kesehatan 
Kota Semarang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan PONEK. Bagi Direktur Rumah Sakit disarankan untuk 
melakukan pengawasan terhadap Tim PONEK. Dan bagi Tim PONEK 
disarankan untuk meningkatkan koordinasi.  
Keempat, Evaluasi tata cara penerimaan rujukan sebagai respon 
Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di 
RSUD Kota Semarang, oleh, Dwi Permadi) Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pencapaian sumber daya manusia mengenai pelatihan PONEK baru 
beberapa anggota Tim  yang sudah mendapatkan pelatihan, untuk uraian dan 
orientasi tugas Tim tidak ada uraian dan orientasi tugas dalam Tim tersebut. 
untuk pencapaian pelaksanaan penerimaan rujukan PONEK, proses 
penerimaan rujukan  di RSUD Kota Semarang belum sesuai ketentuan yang 
ada, SOP yang digunakan dalam penerimaan rujukan di RSUD Kota 
Semarang adalah SOP unutk penyakit umum, alasan penggunaan SOP 
penyakit umum dalam penerimaan rujukan PONEK dikarenakan 
pelaksanaanya masih relevan dan tidak ditemui kendala. Dampak dalam 
penggunaan SOP penyakit umum, tidak ditemuai kasus keterlambatan 
tindakan oleh dokter, bidan dan perawat.  
Kelima, di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul (Evaluasi 
pelaksanaan pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komperehensif 
(PONEK) Di RSU PKU Muhammadiyah Bantul) hasil penelitian 
menunjukan bahwa Sistem pendukung pelaksanaan PONEK di RSU PKU 
Muhammadiyah bantul sudah memadai baik itu dari segi manajemen, SDM, 
Sarana prasarana, pembiayaan, SOP, kebijakan direksi. 
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Adapun hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Obstetry Neonatal 
Emergency komperehensif ini antara lain minimnya tenaga-tenaga kesehatan 
yang kompeten serta sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan yang kurang 
mendukung, kurangnya pelatihan-pelatihan terhadap tenaga 
kesehatan/provider yang menunjang keberhasilan sebuah program, 
pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku dalam pelayanan kepada 
pasien/konsumen. 
Tempat penelitian yang dijadikan latar belakang untuk memperoleh 
data yang berguna untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian ini adalah 
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sitti Fatimah Kota Makassar. RSKD Sitti 
Fatimah merupakan Salah satu rumah sakit PONEK di Kota Makassar sejak 
tahun 2010 adalah RSKD Ibu dan Anak Sitti Fatimah yang juga merupakan 
rumah sakit yang malaksanakan IMD (Inisiasi Menyesui Dini). AKI pada 
tahun 2009-2011 masing-masing yaitu 20/100.000Kelahiran Hidup, 
39,9/100.000Kelahiran Hidup, 144,3/100.000 Kelahiran Hidup. Adapun 
AKB pada tiga tahun terakhir yakni 19,4/1000 Kelahiran Hidup, 
13,5/1000Kelahiran Hidup, 15,5/1000Kelahiran Hidup. Sehingga peneliti 
tertarik untuk meneliti pelaksanaan kebijakan PONEK di RSKD Ibu dan 
Anak Siti Fatimah Kota Makassar Tahun 2016. 
B. Rumusan Masalah 
Di dalam penelitian, masalah dapat didefinisikan sebagai pertanyaan 
pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Dari 
fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian dapat 
dirumuskan permasalahan penelitian yaitu; 
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Bagaimana Implementasi kebijakan Pelayanan PONEK (Pelayanan 
Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)  di Rumah Sakit Khusus 
Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah Kota Makassar? 
C. Definisi Konsep Dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Konsep 
a. Implementasi kebijakan PONEK merupakan suatu proses kegiatan yang 
dilakukan oleh berbagai aktor dimana aktor yang berperan didalamnya 
merupakan tenaga kesehatan baik itu Tim pelaksana PONEK maupun 
terkait dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam proses pengambilan 
kebijakan atau keputusan  sehingga pada akhirnya akan mendapatkan 
suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran 
kebijakan itu sendiri. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. 
Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku 
Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah 
memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 
kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 
nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 
b. Sumber daya kebijakan adalah sumber-sumber pendukung kebijakan 
yang dimanfaatkan dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini 
sendiri, sumber daya kebijakan adalah sumber-sumber pendukung 
kebijakan yang digunakan dalam pengimplementasian pelayanan Ponek, 
yaitu berupa Sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan sumber 
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daya finansial (sumber dana) menurut Van Meter dan van Horn dalam 
Subarsosno (2005). Menurut teori Hogwood dan Gunn (1987) dalam 
Nugroho (2011), salah satu syarat implementasi kebijakan adalah 
“apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada? 
kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut 
impak yang luas, oleh karena itu implementasi kebijakan publik akan 
melibatkan berbagai sumber yang diperlukan baik dalam konteks sumber 
daya maupun sumber aktor”. 
c. PONEK adalah pelayanan obstetri neonatal esensial / emergensi 
komperhensif. Tujuan utama mampu menyelamatkan ibu dan anak baru 
lahir melelui program rujukan berencana dalam satu wilayah kabupaten 
kotamadya atau profinsi. 
d. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 
kelompok sasaran (Target Group), sehingga akan mengurangi distorsi 
implementasi. 
e. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut 
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 
oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau 
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 
implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
f. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas 
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 
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terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah 
Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur 
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan 
pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang 
rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak 
fleksibel.  
Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) 
sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-
keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta 
fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas 
kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan kesehatan.  
Struktur birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) 
terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures 
(SOP) dan Fragmentasi: 
“SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar 
berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang 
terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan 
untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang 
kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari 
tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite 
legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, 
konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi 
birokrasi pemerintah.” 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Ruang Lingkup Keilmuan 
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Penelitian tentang implementasi program Pelayanan Obstetrik Neonatal 
Emergensi Komprehensif (PONEK) ini termasuk ke dalam bidang Ilmu 
Kesehatan Masyarakat khususnya bidang Administrasi dan Kebijakan 
Kesehatan. 
b. Ruang Lingkup Tempat. 
Penelitian tentang implementasi program Pelayanan Obstetrik Neonatal 
Emergensi Komprehensif (PONEK) ini dilaksanakan di RSKD Siti 
Fatimah Kota Makassar. 
c. Ruang Lingkup Metode 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
(explanatory research). Penelitian kualitatif adalah salah satu metode 
penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang 
kenyataan melalui proses berpikir induktif. Sedangkan, penelitian dengan 
pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan 
secara objektif. 
d. Ruang Lingkup Waktu 
Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan (30 hari) yang 
dihitung mulai dari 2016. 
e. Ruang Lingkup Sasaran 
Sasaran pada penelitian ini adalah petugas Pelayanan Obstetrik Neonatal 
Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Khusus Daerah Siti 
Fatimah Kota Makassar. 
D. Tujuan Penelitian  
1. Tujuan umum 
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Mendeskripsikan implementasi program Pelayanan Obstetrik 
Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di RSKD Siti Fatimah 
Kota Makassar. 
2. Tujuan khusus 
a. Mendeskripsikan Implementasi Program Pelayanan Obstetrik Neonatal 
Emergensi Komprehensif (PONEK) di RSKD Siti Fatimah Kota Makassar 
dari aspek komunikasi. 
b. Mendeskripsikan Implementasi program Pelayanan Obstetrik Neonatal 
Emergensi Komprehensif (PONEK) di RSKD Siti Fatimah Kota Makassar 
dari aspek sumber daya manusia. 
c. Mendeskripsikan implementasi program Pelayanan Obstetrik Neonatal 
Emergensi Komprehensif (PONEK) di RSKD Siti Fatimah Kota Makassar 
dari aspek disposisi. 
d. Mendeskripsikan implementasi program Pelayanan Obstetrik Neonatal 
Emergensi Komprehensif (PONEK) di RSKD Siti Fatimah Kota Makassar 
dari aspek Struktur Birokrsasi. 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang di harapkan dari seluruh rangkaian kegiatan 
penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo 
untuk meningkatkanderajat kesehatan masayarakat Kota Makassar 
khususnya kesehatan ibu, dengan membangun kerjasama yang baik 
dengan RSKD Siti Fatimah Kota Makassar dan sektor terkait lainnya.  
2. Bagi Rumah Sakit Khusus Daerah Siti Fatimah Kota Makassar. 
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Sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit Khusus Daerah Siti 
Fatimah Kota Makassar untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah 
sakit khususnya pelayanan rujukan kesehatan ibu. 
3. Bagi Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. Menambah bahan kepustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat tentang ilmu Administrasi dan Kebijakan 
Kesehatan khususnya terkait implementasi program Pelayanan 
Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah 
Sakit Khusus Daerah Siti Fatimah Kota Makassar 
4. Bagi Peneliti 
Meningkatkan serta mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan 
yang dimiliki selama masa kuliah terkait implementasi suatu 




























A.  Implementasi kebijakan Kesehatan 
1. Pengertian Kebijakan 
Pengertian kebijakan menurut Harold D. Laswell dan Abraham 
Kaplan adalah kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai 
dan praktek-praktek yang terarah. Carl J. Frederick mengartikan kebijakan 
sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau 
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-
hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 
kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 
Menurut James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai 
serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan 
suatu masalah tertentu. Sedangkan Amara Raksasataya mengartikan 
kebijakan sebagai suatu kritik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai 
suatu tujuan. Oleh karena itu di dalam suatu kebijakan memuat tiga elemen, 
yaitu, Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; Taktik atau strategi dari 
berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; Penyediaan 
berbagai input untuk memungkinkan. 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Kebijakan 
diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi 
proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang 





Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 
Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab 
(2008: 65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang 
senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 
dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni 
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 
pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha 
untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 
nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 
Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan 
sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan 
kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang 
dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan 
suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan 
itu sendiri. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi 
kebijakan, yaitu: 
a. Teori George C. Edward  
Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa 
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:  
1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 




2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara 
jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya 
untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 
Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya 
kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 
3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut 
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 
oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau 
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 
implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas 
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah 
Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur 
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan 
pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang 
rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak 
fleksibel.  
Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) 
sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-
keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta 
fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas 
kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan kesehatan.  
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Struktur birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) 
terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures 
(SOP) dan Fragmentasi: 
“SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar 
berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang 
terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan 
untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang 
kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari 
tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite 
legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, 
konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi 
birokrasi pemerintah.” 
b. Teori Merilee S. Grindle  
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam 
Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan 
(Content of Policy) dan lingkungan implementasi (Context of 
Implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan 
kelompok sasaran atau Target Group termuat dalam isi kebijakan, jenis 
manfaat yang diterima oleh Target Group, sejauhmana perubahan yang 
diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, 
apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, 
dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. 
2. Pengertian Kebijakan Kesehatan 
Menurut pendapat Lee, Buse & Fustukian kebijakan kesehatan adalah 
tujuan dan sasaran, sebagai instrumen, proses dan gaya dari suatu keputusan 
oleh pengambil keputusan, termasuk implementasi serta penilaian. Leppo 
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mendefinisikan kebijakan kesehatan adalah bagian dari institusi, kekuatan 
dari aspek politik yang memengaruhi masyarakat pada tingkat lokal, nasional 
dan dunia. Pendapat Buse, May, & Walt yang dikutip dalam jurnal Massie 
menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan kesehatan dibuat oleh pemerintah 
dan swasta. Kebijakan merupakan produk pemerintah, walaupun pelayanan 
kesehatan cenderung dilakukan secara swasta, dikontrakkan atau melalui 
suatu kemitraan, kebijakannya disiapkan oleh pemerintah di mana 
keputusannya mempertimbangkan juga aspek politik. Jelasnya kebijaka 
kesehatan adalah kebijakan publik yang merupakan tanggung jawab 
pemerintah dan swasta. Sedangkan menurut WHO, tugas untuk menformulasi 
dan mengimplementasikan kebijakan kesehatan dalam satu negara adalah 
tanggung jawab Departemen Kesehatan. 
Pengembangan kebijakan biasanya top-down di mana Departemen 
Kesehatan memiliki kewenangan dalam penyiapan kebijakan. Implementasi 
dan strateginya adalah bottom-up. Kebijakan seharusnya dikembangkan 
berdasarkan partisipasi masyarakat, karena mereka juga akan terlibat dalam 
kebijakan itu. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan tersebut realistik dan dapat 
mencapai sasaran. Sehingga diperlukan komitmen dari para pemegang dan 
pelaksana kebijakan. 
Menurut Baker suatu kebijakan kesehatan dapat berubah saat 
diimplementasikan, di mana bisa muncul output dan dampak yang tidak 
diharapkan dan tidak bermanfaat untuk masyarakat. Kebijakan kesehatan 
dapat dikembangkan dan akan terlaksana apabila ada bukti-bukti yang 
menunjang dan lengkap, kemudian dapat mendefinisikan suatu masalah dan 
mengklarifikasikannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yaitu untuk 
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menangani persoalan-persoalan kesehatan demi meningkatkan status 
kesehatan masyarakat. 
Urgensi kebijakan kesehatan sebagai bagian dari kebijakan publik 
semakin menguat dikarenakan karakteistik yang ada pada sektor kesehatan 
sebagai berikut. 
a. Sektor kesehatan sangat kompleks karena berkaitan dengan dengan hajat 
hidup orang banyak dan kepentingan masyarakat luas. 
b. Consumer ignorance, keawaman masyarakat membuat posisi dan relasi 
masyarakat dengan tenaga medis menjadi tidak sejaja dan cenderung 
paternalistik sehingga masyarakat tidak memiliki posisi tawar menawar 
yang baik. 
c. Kesehatan memiliki sifat uncertainty atau ketidakpastian. 
d. Adanya eksternalitas, yaitu keuntungan yang dinikmati atau kerugian yang 
dirasakan oleh sebagian masyarakat karena tindakan sekelompok 
masyarakat lainnya. 
World Health Organization (WHO) membedakan secara lebih rinci 
peran negara dan pemerintah sebagai pelaksana di bidang kesehatan, yaitu 
sebagai pengarah (stewardship atau oversight), regulator (yang melaksanakan 
kegiatan regulasi), dan yang dikenakan regulasi. WHO menetapkan delapan 
elemen yang harus tercakup dan menentukan kualitas dari suatu kebijakan, 
yaitu: 
1) Pendekatan holistik, pendekatan dalam kebijakan kesehatan tidak 
semata-mata mengandalkan upaya kuratif, tetapi harus lebih 
mempertimbangkan upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif. 
2) Partisipatori, partisipasi masyarakat akan meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas kebijakan, karena melalui partisipasi masyarakat akan 
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menjadi pendorong dalam pengimplementasian kebijakan dan 
penyelesaian masalah. 
3) Kebijakan publik yang sehat, kebijakan harus diarahkan untuk 
mendukung terciptanya pembangunan kesehatan yang kondusif dan 
berorientasi kepada masyarakat. 
4) Ekuitas, distribusi pelayanan kesehatan harus merata. 
5) Efisiensi, pelayanan kesehatan harus berorientasi proaktif dengan 
mengoptimalkan biaya dan teknologi. 
6) Kualitas, pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang 
berkualitas bagi seluruh warga negara; Pemberdayaan masyarakat, 
mengoptimalkan kapasitas sumber daya yang dimiliki terutama di 
daerah terpencil dan daerah perbatasan. 
7) Self-relient, kebijakan kesehatan yang ditetapkan sebisa mungkin 
dapat memenuhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan 
kapasitas kesehatan di wilayah sendiri. Pengembangan teknologi dan 
riset bertujuan untuk membantu memberdayakan masyarakat dan 
otoritas nasional dalam mencapai standar kesehatan yang ditetapkan 
di masing-masing negara. 
3. Teori Implementasi Kebijakan  
Keberhasilan implementasi  kebijakan  akan  ditentukan  olehbanyak 
variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebutsaling   
berhubungan satu sama lain.Salah satu teori tentang implementasi   adalah   
teori   implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward   
III.   Menurut pandangan Edward III, implementasi   kebijakan   dipengaruhi 
oleh empat variabel,yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur 
birokrasi. Keempat variabel tersebut dalam model yang dibangun oleh 
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Edward memiliki keterkaitan  satu dengan yang   lain   dalam mencapai tujuan 
dan sasaran program/kebijakan.Semua saling bersinergi dalam mencapai 
tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi  variabel   yang   lain:  
a. Komunikasi 
Komunikasi   adalah   pemindahan   informasi   yang   dapat dimengerti 
dari dua atau satu orang/kelompok kepada orang /kelompok lainnya.   
Komunikasi   itu   melayani   empat   macam fungsi   besar   di   dalam   sebuah   
kelompok   organisasi   atau organisasi yaitu fungsi kontrol, motivasi, ekspresi 
emosional,dan informasi. 
Komunikasi   adalah   proses   pengoperasian   ransangan (stimulus) 
dalam bentuk lambang atau simbol bahasa atau gerak (non verbal), untuk 
mempengaruhi perilaku orang lain.Stimulus  dapat berupa suara/bunyi   atau 
bahasa lisan,maupun berupa gerakan, tindakan, atau simbol-simbol 
yangdiharapkan   dapat dimengerti oleh penerima   stimulus,   dan penerima 
stimulus  dapat meresponnya sesuai  dengan   yang dimaksud  oleh  pengirim  
stimulus.Reaksi atau respon yang diberikan dalam bentuk bahasa  maupun 
simbol-simbol merupakan hasil dari proses komunikasi. Proses komunikasi 
yang menggunakan stimulus atau respon dalam bentuk bahasa, baik lisan 
maupun tulisan, disebut komunikasi verbal. Sedangkan apabila proses 
komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentuk disebut komunikasi non 
verbal. Agar  terjadi  komunikasi yang efektif antara pihak satudengan pihak  
yang  lain   maka   diperlukan   beberapa   unsur komunikasi, yaitu: 
1) Komunikator (source), adalah orang yang menyampaikan atau   
mengeluarkan  stimulus dalambentuk  informasi   atau   pesan   yang 
harus disampaikan kepada pihak atau orang lain, dandiharapkan orang 
tersebut memberikan respon atau jawaban.Apabila orang lain tidak 
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memberikan respon atau jawaban, berarti tidak terjadi komunikasi 
antara kedua orang tersebut. 
2) Komunikasikan(receiver), orang yang menerima stimulus dan 
memberikan respon terhadap stimulus yang telah diberikan. Respon 
tersebut dapat bersifat pasif   yaitu  memahami   atau   mengerti   apa   
yang dimaksud oleh komunikator, atau dalam bentuk aktif yaitu dalam 
bentuk ungkapan melalui bahasa lisan atau tulisan atau menggunakan 
simbol-simbol.Menerima stimulus saja tanpa   memberikan respon 
belum terjadi proses komunikasi. 
3) Pesan (mesage), adalah isi stimulus yang dikeluarkan oleh 
komunikator kepada komunikan. Isistimulus   yang   berupa   pesan   
atau informasi inidikeluarkan oleh komunikator tidak sekedar 
diterimaatau   dimengerti   oleh   komunikan,  tetapi   diharapkanagar 
direspon secara positif dan aktif berupa perilakuatau tindakan.d. 
Saluran (media), adalah alat atau sarana yangdigunakan oleh   
komunikator dalam menyampaikanpesan atau informasi kepada 
komunikan. Jenis danbentuk media  komunikasi   sangat   bervariasi,   
mulaidari yang paling   tradisional yaitu melalui mulut(lisan), bunyi-
bunyian (kentongan), tulisan (cetakan)sampai dengan elektronik yang 
paling modern, yaitutelevisi dan internet. 
b. Sumberdaya  
Apabila isi suatu kebijakan sudah  dikomunikasikan secara  jelas dan  
konsisten,tetapi implementor kekurangan sumberdaya untuk   
melaksanakannya, maka implementasi tidak akan merjalan efektif.   
Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan, karena 
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tanpa adanya sumberdaya   kebijakan   hanya   tinggal   di   kertas   menjadi 
dokumen saja. 
Beberapa   sumberdaya   yang   penting   dalamm pelaksanakan   
kebijakan   yaitu:   staff   yang   memadai   danmemiliki   keahlian   untuk   
melaksanakan   tugas-tugasnya, informasi,   wewenang   dan   fasilitas-fasilitas  
yang   mendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber   daya   yang   
terpenting   dalam   melaksanakan kebijakan adalah staf. Untuk melaksanakan 
keebijakan tidakcukup hanya dengn jumlah pelaksana yang memadai, tetapi 
pelaksana   juga   harus   memiliki   keterampilan-keterampilan untuk 
melakukan pekerjaannya. 
Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalamimplementasi 
kebijakan. Informasi memiliki dua bentuk, yaitu: informasi   mengenai   
bagaimana   melaksanakan   suatu kebijakan dan data tentang kedisiplinan 
pelaksana kebijakan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pelaksana 
kebijakan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka 
harus melakukannya, sehingga harus diberi petunjuk untuk melaksanakan 
kebijakan. Pelaksana kebijakan jugaharus   mengetahui   apakah   orang-orang   
lain   terlibat   dalam pelaksanaan kebijakan mentaati peratuaran atau tidak. 
Wewenang marupakan sumber  lain  yang penting dalam pelaksanaan  
kebijakan.  Wewenang  akan  berbeda-beda   darisatu program ke program 
lainnya dan memiliki bentuk yangberbeda, dari memberi bantuan sampai 
memaksakan perilaku. Dalam beberapa hal suatu badan mempunyai 
wewenang yang terbatas   atau   kekurangan   wewenang   untuk   
melaksanakan suatu   kebijakan   dengan   tepat.   Kurangnya   wewenang   
yangefektif   disadari   oleh   para   pejabat,   dan   karena   itu   mereka 
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membutuhkan   kerjasama   dengan   pelaksana-pelaksana   lainjika   mereka   
ingin   melaksanakan   program-program   dengan berhasil. 
Fasilitas   fisik   juga   merupakan   sumber-sumber   penting dalam   
implementasi   kebijakan.   Fasilitas   sangat   penting diperlukan   untuk   
implementasi   kebijakan   yang   efektif. Penyediaan   fasilitas-fasilitas   yang   
layak   untuk   mendukung agar   implementasi   menjadi   efektif   tidak   
selalu   mudah.Masyarakat   seringkali   menentang   bahkan   
mengkonsolidasi diri   untuk   menentang   pembangunan-pembangunan   
fasilitas. Hal ini seringkali menjadi faktor penghambat para  
perumuskebijakan   untuk   menyediakan   fasilitas   yang   memadai   bagi 
keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif. 
c. Disposisi 
Disposisi   adalah   watak   dan   karakteristik   yang   dimilikioleh   
implementor,   seperti   komitmen,   kejujuran,   sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik,maka akan dapat menjalankan 
kebijakan dnegan baik sepertiapa   yang   diinginkan   oleh   pembuat   
kebijakan.   Ketika implementor   memiliki   sikap   atau   perspektif   yang   
berbedadengan   pembuat   kebijakan,   maka   proses   implementasi kebijakan 
juga menjadi tidak efektif. 
Disposisi atau sikap dari implementor adalah faktor kritisketiga   
dalam   pendekatan   implementasi   kebijakan   publik.Sikap-sikap para 
implementor akan dipengaruhi oleh berbagai pandangannya terhadap   
kebijakan   masing-masing   dengancara   apa   mereka   melihat   kebijakan   
yang mempengaruhi kepentingan organisasional dan pribadinya. Para 
implementor tidak   selalu   siap   untuk   mengimplementasikan   kebijakan 
sebagaimana   mereka   para   pembuat   kebijakan. Konsekuensinya, para 
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pembuat keputusan sering dihadapkandengan tugas mencoba untuk 
memanipulasi atau mengerjakan semua disposisi  implementor   atau   untuk 
mengurangi opsi-opsinya. 
Komitmen pemimpin akan menjadi model terbentuknya komitmen di 
seluruh jajaran organisasi, antara lain komitmen untuk memerhatikan 
pelanggan, komitmen untuk melakukan perbaikan   proses   yang   terus   
menerus,   komitmen   untuk mewujudkan   visi   bersama,   dan   komitmen   
untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kesalahan. Agar 
terwujudnya komitmen,   pemimpin   perlu   menempatkan   bawahan   
padaurutan   pertama   dalam   pengambilan   keputusan.   Ide   dan pendapat   
bawahan dihargai  untuk   menunjukkan   respek pimpinan kepada bawahan. 
d. Struktur Birokrasi 
Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan   
memiliki   pengaruh   yang   signifikan   terhadap implementasi kebijakan. 
Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah 
adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau 
SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. 
Struktur   organisasi   yang   terlalu   panjang   akan   cenderung melemahkan   
pengawasan  dan   menimbulkan  red-tape,   yaitu prosedur   birokrasi   yang   
rumit   dan   kompleks,   sehingga menyebabkan aktivitas organisasi tidak 
fleksibel. 
Dengan menggunakan  SOP   para   pelaksana   dapat memanfaatkan   
waktu  yang tersedia, serta menyeragamkan tindakan-tindakan.   Organisasi-
organisasi   dengan   prosedur-prosedur   perencanaan   yang   luwes   dan   
kontrol   yang   besar terhadap programnya, akan lebih  bisa  menyesuaikan 
tanggung jawab daripada birokrasi yang tidak memiliki SOP. Sifat  lain   dari   
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struktur   birokrasi   yang   berpengaruh   dalam pelaksanaan kebijakan adalah 
fragmentasi. Tanggung jawab bagi   suatu   bidang   kebijakan   sering   
tersebar   di   antara beberapa   organisasi,   seringkali   pula   terjadi   
desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai 
tujuan-tujuan kebijakan. 
B. Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Komperehensif (PONEK) 
Regionalisasi  Pelayanan   Obstetrik   dan   Neonatal   adalahs uatu 
sistem pembagian wilayah kerja rumah sakit dengan cakupan area   pelayanan  
yang dapat   dijangkau   oleh   masyarakat   dalam waktu kurang dari 1 jam, 
agar dapat memberikan tindakan darurat sesuai standar.   Regionalisasi 
menjamin agar sistem rujukan kesehatan berjalan secara   optimal. 
Upaya   peningkatan   PONEK   di   Rumah Sakit dilakukan melalui   
upaya  pelatihan Tim PONEK Rumah Sakit,  pemenuhan peralatan  PONEK  
di  Rumah Sakit Kabupaten /Kota, BimbinganTeknis, Manajemen Pelayanan 
Keperawatan dan pelayanan darahyang aman / Bank Darah di Rumah Sakit. 
Pelayanan Obstetrik danneonatal regional merupakan upaya penyediaan 
pelayanan bagi ibudan   bayi   baru   lahir   secara   terpadu   dalam   bentuk  
PelayananObstetrik  Neonatal   Emergensi  Komprehensif  (PONEK)  di  
RumahSakit dan Pelayanan Obstetrik  Neonatal   Emergency   
Dasar(PONED) di tingkat Puskesmas. Program PONEK memiliki visi seperti 
Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium  Development Goals) pada  
tahun  2015 yaitu sebagai berikut:  
1. Mengurangi angka kematian bayi dan balita sebesar duapertiga dari 
AKB   pada tahun 1990 menjadi 20 dari 25/1000 kelahiran hidup. 
2. Mengurangi angka kematian ibu sebesar tiga per empatdari AKI pada 
tahun 1990 menjadi 125/100.000 kelahiran hidup.Adapun misi dari 
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program PONEK yaitu menyelenggarakan Pelayanan Obstetrik dan   
neonatal yang bermutu melalui standarisasi   Rumah   Sakit   PONEK   
24   jam,   dalam   rangka menurunkan  Angka   Kematian   Ibu   dan  
Angka   Kematian Bayi diIndonesia.Sedangkan tujuan dari 
penyelenggaraan   program PONEK adalah sebagai berikut: 
a) Adanya   kebijakan   Rumah   Sakit   dan   dukungan   penuh manajemen 
dalam pelayanan PONEK 
b) Terbentuknya Tim PONEK Rumah Sakit 
c) Tercapainya   kemampuan   teknis   Tim   PONEK   sesuai standar 
d) Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara pengelola dan penanggung   
jawab   program   pada   tingkat   kabupaten   /kota,   propinsi,   dan   pusat   
dalam   manajemen   programPONEK. 
PONEK adalah pelayanan obstetri neonatal esensial / emergensi 
komperhensif. Tujuan utama mampu menyelamatkan ibu dan anak baru lahir 
melelui program rujukan berencana dalam satu wilayah kabupaten 
kotamadya atau profinsi. Sedangkan Rumah Sakit MAMPU PONEK 24 jam 
adalah Rumah Sakit yang MAMPU menyelenggarakan pelayanan 
kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 
jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Hal ini harus dapat terukur melalui 
Penilaian Kinerja Manajemen dan Penilaian Kinerja Klinis. 
Lingkup Pelayanan Rumah Sakit PONEK 24 Jam 
Upaya pelayanan PONEK : 
1. Stabilisasi di UGD dan persiapan untuk pengobatan definitif. 




3. Penanganan operatif cepat dan tepat meliputi laparotomi, dan sektio 
saesaria 
4. Perawatan intensif ibu dan bayi. 
5. Pelayanan Asuhan Ante Natal Risiko Tinggi  
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa di Indonesia terdapat 
beberapa kelas Rumah Sakit. Oleh karena itu, maka penilaian Kinerja Klinis 
disesuaikan dengan kelas Rumah Sakit tersebut. Syarat minimal pelayanan 
yang harus disediakan oleh Rumah Sakit PONEK adalah: 
1. Mampu memberikan Pelayanan Kesehatan Maternal Fisiologis dan 
Risiko Tinggi pada masa antenatal, intranatal dan post natal. 
2. Mampu memberikan Pelayanan Neonatal Fisiologis dan Risiko 
Tinggi pada level IIB (Asuhan Neonatal dengan Ketergantungan 
Tinggi) Ruang lingkup pelayanan kesehatan maternal dan neonatal 
pada PONEK terbagi atas 2 kelas, antara lain : 
A. PONEK Rumah Sakit Kelas C 
1. Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Fisiologis 
Mulai dari pelayanan kehamilan, persalinan, masa nifas, asuhan bayi 
baru lahir sampai imunisasi dan stimulassi, deteksi, intervensi dini 
tumbuh kembang. 
2. Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal dengan Risiko Tinggi 
Masa Antenatal : 
a. Mulai dari Perdarahan pada kehamilan muda, Nyeri perut dalam 
kehamilan muda dan lanjut, gerak janin tidak di rasakan, demam dalam 
kehamilan dan persalinan, kehamilan ektopik (KE) dan Kehamilan 
Ektopik Terganggu (KET), Kehamilan dengan Nyeri kepala, gangguan 
penglihatan, kejang dan/koma, tekanan darah tinggi 
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Masa Intranatal :  
Mulai dari Persalinan dengan parut uterus, gawat janin dalam 
persalinan, pelayanan terhadap syok, ketuban pecah dini sampai Blok 
Paraservikal, Blok pudendal (bila memerlukan pemeriksaan spesialistik, 
dirujuk ke RSIA/ RSU) 
Masa Post Natal : 
Mulai dari Masa nifas, demam pasca persalinan, perdarahan pasca 
persalinan, nyeri perut pasca persalinan, KB sampai bayi baru lahir sakit. 
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal 
Mulai dari hiperbilirubinemi, asfiksia, trauma kelahiran, hipoglikemi Kejang, 
sepsis neonatal, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan 
pernapasan, kelainan jantung (payah jantung, payah jantung bawaan, PDA), 
gangguan pendarahan, renjatan (shock), aspirasi mekonium, koma, Inisiasi 
dini ASI (Breast Feeding), Kangaroo Mother Care,Resusitasi Neonatus, 
penyakit Membran Hyalin sampai dengan pemberian minum pada bayi risiko 
tinggi, 
2. Perawatan Khusus / High Care Unit dan Transfusi Darah 
B. PONEK Rumah Sakit Kelas B 
a. Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Fisiologis 
1) Pelayanan Kehamilan 
2) Pelayanan Persalinan normal dan Persalinan dengan tindakan operatif 
3) Pelayanan Nifas 
4) Asuhan Bayi Baru Lahir  
5) Immunisasi dan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh 
Kembang (SDIDTK) 





b. Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal dengan risiko tinggi 
Masa Antenatal : 
Mulai dari perdarahan pada kehamilan muda / abortus, nyeri perut 
dalam kehamilan muda dan lanjut/kehamilan ektopik (KE) & Kehamilan 
Ektopik Terganggu (KET) hipertensi, Preeklampsi / Eklampsi Perdarahan 
pada masa Kehamilan sampai Kehamilan Metabolik Kelainan Vaskular / 
Jantung. 
Masa Intranatal : 
Mulai dari Persalinan dengan parut uterus, Persalinan dengan distensi 
uterus, Gawat janin dalam persalinan, Pelayanan terhadap syok, Ketuban 
pecah dini, Persalinan macet, Induksi dan akselerasi persalinan, Aspirasi 
vakum manual, Ekstraksi Cunam, Seksio sesarea, Episiotomi, Kraniotomi 
dan kraniosentesis, Malpresentasi dan malposisi, Distosia bah, Prolapsus tali 
pusat, Plasenta manual, Perbaikan robekan serviks, Perbaikan robekan vagina 
dan perineum sampai  Perbaikan robekan dinding uterus, Reposisi Inersio 
Uteri, Histerektomi, Sukar bernapas, Kompresi bimanual dan aorta, Dilatasi 
dan kuretase 
Masa Post Natal ; 
Mulai dari Masa nifas, Demam pasca persalinan, Perdarahan pasca 
persalinan, Nyeri perut pasca persalinan, Keluarga Berencana, Asuhan bayi 
baru lahir sakit. 
C. PONEK Plus Rumah Sakit Kelas A/ Rumah Sakit Pendidikan 
1. Pelayanan Kesehatan Maternal Fisiologis. 
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Mulai dari Pelayanan Kehamilan, Pelayanan Persalinan normal, 
Persalinan dengan tindakan operatif, Pelayanan Nifas sampai dengan Klinik 
Laktasi. 
2. Pelayanan Kesehatan Neonatal Fisiologis. 
Mulai dari Asuhan Bayi Baru Lahir Normal (level I), Inisiasi 
Menyusui Dini, Penggunaan ASI eksklusif, Imunisasi dan Stimulasi, Deteksi, 
Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK). 
3. Pelayanan Kesehatan Maternal Risiko Tinggi. 
Masa Antenatal :  
1) Perdarahan pada kehamilan muda / abortus.  
2) Nyeri perut dalam kehamilan muda dan lanjut / kehamilan ektopik. 
3) Kehamilan Ektopik (KE) & Kehamilan Ektopik Terganggu (KET). 
4) Hipertensi, Preeklamsi / Eklamsi 
5) Perdarahan pada masa Kehamilan. 
6) Kehamilan Metabolik. 
7) Kelainan Vaskular / Jantung. 
8) Pasien dengan Multi Organ Failure. 
9) Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu pascasalin dengan Gagal Jantung New 
York Heart Assosciation (NYHA) Class III-IV atau CHF kelas 3-4 
karena sebab apapun. 
10) Aneurisma Malformasi Arteriovena (Aneurisma Arterio Venous 
Malformation) besar dan pecah dengan midline shift tanpa dilakukan 
tindakan. 




12) Multiple sclerosis (ALS) yang mengenai otot pernapasan dan bulbar 
Epilepsi intractable, polifarmasi, status konvulsivus. 
13) Penyakit ginjal kronik (Chronic Kidney Disease) stage V. 
14) Sindrom Eisenmenger.  
15) Hipertensi Paru.  
16) Penyakit Jantung Kongenital Sianotik (Tetralogi of Fallot [TOF]), 
17) Ebstein’s Anomaly, Transposition of Great Arteries [TGA], Tricuspid 
Atresia [TA].  
18) Sindrom Marfan dengan keterlibatan aorta atau katup.  
19) Stenosis Aorta dengan atau tanpa gejala.  
20) Penyakit Katup Aorta atau Mitral dengan Left Ventricle Ejection 
Fraction <40%. 
21) Riwayat Peripartum Cardiomyopathy (PPCM) sebelumnya.  
22) Karsinoma Rekti Sebelum Usia Kehamilan 20 Minggu. 
Masa intranatal : 
Mulai dari Persalinan dengan parut uterus, Persalinan dengan distensi 
uterus, Gawat janin dalam persalinan, Pelayanan terhadap syok, Ketuban 
pecah dini, Persalinan macet, Induksi dan akselerasi persalinan, Aspirasi 
vakum manual, Ekstraksi Cunam, Seksio sesarea, Episiotomi, Kraniotomi 
dan kraniosentesis, Malpresentasi dan malposisi, Distosia bahu, Prolapsus tali 
pusat, Plasenta manual, Perbaikan robekan serviks, Perbaikan robekan vagina 
dan perineum, Perbaikan robekan dinding uterus, Reposisi Inersio Uteri, 
Histerektomi, Sukar bernapas, Kompresi bimanual dan aorta. Dilatasi dan 
kuretase, Ligase arteri uterina, Anestesia umum dan lokal untuk seksio 




Masa Post Natal : 
Mulai dari Masa nifas, Demam pasca persalinan/ infeksi nifas, 
Perdarahan pasca persalinan, Nyeri perut pasca persalinan sampai Keluarga 
Berencana. 
D. Pelayanan Penunjang Medik 
a. Pelayanan Darah  
1) Jenis Pelayanan  
a) Merencanakan kebutuhan darah di Rumah Sakit. 
b) Menerima darah dari UTD yang telah memenuhi syarat uji saring (non 
reaktif) dan telah dikonfirmasi golongan darah. 
c) Menyimpan darah dan memantau suhu simpan darah. 
d) Memantau persediaan darah harian/ mingguan. 
e) Melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus pada darah 
donor dan darah recipien. 
f) Melakukan uji silang serasi antara darah donor dan darah recipien. 
g) Melakukan rujukan kesulitan uji silang serasi dan golongan darah ABO/ 
rhesus ke Unit Tranfusi darah /UTD secara berjenjang. 
h) Bagi Rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas unit tranfusi darah / Bank 
darah dianjurkan untuk membuat kerjasama dengan penyedia fasilitas 
tersebut. 
2) Tempat Pelayanan  
a. Unit Tranfusi darah /UTD PMI. 
b. Unit Tranfusi darah UTD Rumah sakit. 




a. Mempunyai kemampuan manajemen pengelolaan tranfusi darah dan Bank 
Darah Rumah Sakit.  
b. Mempunyai sertifikasi pengetahuan dan ketrampilan tentang Transfusi 
darah 
c. Penerimaan darah. 
d. Penyimpanan darah. 
e. Pemeriksaaan golongan darah. 
f. Penmeriksaan uji silang serasi. 
g. Pemantapan mutu internal. 
h. Pencatatan , pelaporan, pelacakan dan dokumentasi. 
i. Kewaspadaan universal (universal precaution) 
4) Sumber Daya Manusia 
Mempunyai dokter, Para medis Tehnologi Tranfusi darah (PTTD), 
Tenaga administrator dan Pekarya 
E. Kriteria Rumah Sakit PONEK 24 Jam Berdasarkan Standar Kinerja 
Manajemen 
a. Kriteria Umum Rumah Sakit PONEK  
1) Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi 
kasusemergensi baik secara umum maupun emergency obstetrik – 
neonatal. 
2) Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di 
rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan obstetrik 
dan neonatus. 
3) Mempunyai Standar Operating Prosedur penerimaan dan penanganan 
pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatal. 
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4) Kebijakan tidak ada uang muka bagi pasien kegawat-daruratan 
obstetrik dan neonatal. 
5) Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu. 
6) Mempunyai standar respon time di UGD selama 10 menit, di kamar 
bersalin kurang dari 30 menit, pelayanan darah kurang dari 1 jam. 
7) Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk melakukan 
operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik atau umum. 
8) Tersedia kamar bersalin yang mampu menyiapkan operasi dalam 
waktu kurang dari 30 menit. 
9) Memiliki kru/awak yang siap melakukan operasi atau melaksanakan 
tugas sewaktu-waktu,meskipun on call. 
10) Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara 
lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter / petugas anestesi, dokter 
penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan 
perawat. 
11) Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam. 
12) Tersedia pelayanan penunjang lain yang berperan dalam PONEK, 
seperti Laboratorium dan Radiologi selama 24 jam, recovery room 24 
jam, obat dan alat penunjang yang selalu siap tersedia. 
b. Kriteria Khusus  
1) Sumberdaya Manusia 
Memiliki tim PONEK esensial berdasarkan jadwal tugas yang terdiri dari : 
1 Dokter Spesialis Kebidanan Kandungan 
1 Dokter spesialis anak 
1 Dokter di Unit Gawat Darurat 
3    orang bidan ( 1 Koordinator dan 2 penyeldia) 
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2    Orang Perawat 
Tim PONEK Ideal ditambah : 
1 Dokter spesialis anesthesi / perawat anesthesi, 6 Bidan pelaksana, 
10 Perawat (tiap shift 2-3 perawat jaga), 1 Petugas laboratorium, 1 pekarya 
kesehatan, 1 Petugas administrasi. 
2) Sarana dan Prasarana  
Dalam rangka Program Menjaga Mutu pada penyelenggaranaan PONEK 
harus dipenuhi hal-hal sebagi berikut : 
a. Ruang rawat inap yang leluasa dan nyaman 
b. Ruang tindakan gawat darurat dengan instrumen dan bahan yang lengkap 
c. Ruang pulih / observasi pasca tindakan 
d. Protokol pelaksanaan dan uraian tugas pelayanan termasuk koordinasi 
internal 
F. Manajemen  
Direktur Rumah Sakit melaksanakan komitmen untuk 
menyelenggarakan program PONEK menyelaraskan program Rumah Sakit 
untuk mendukung program PONEK dalam bentuk SK Direktur. 
G. Sistem Informasi 
PONEK merupakan suatu program pelayanan dimana setiap unsur tim 
yang ada di dalamnya melakukan fungsi yang berbeda,sangat membutuhkan 
keterpaduan, kecepatan dan ketepatan informasi yang ditujukan kepada 
peningkatan mutu, cakupan dan efektifitas layanan kepada masyarakat. 
Keberadaan sistem informasi ditujukan untuk medukung proses pelaksanaan 
kegiatan pelayanan di rumah sakit dalam rangka pencapaian misi yang 
ditetapkan. 
Sistem informasi dimaksud pada PONEK adalah : 
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a. Sistem informasi sehubungan dengan PONEK yang sejalan dengan visi 
dan misi rumah sakit. 
b. Sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh data penting dari 
kamar bersalin dan ruang neonatal yang melaksanakan PONEK yang dapat 
diakses secara transparan melalui workstation. 
c. Sistem informasi yang mampu memberikan peningkatan mutu pelayanan 
PONEK bagi pasien, yaitu dengan tersedianya data PONEK yang lengkap 
dan akurat. 
d. Sistem informasi yang dapat mendukung mekanisme pemantauan dan 
evaluasi. 
e. Sistem informasi yang dapat membantu para pengambil keputusan dengan 
adanya ketersediaan data yang lengkap,akurat dan tepat waktu. 
f. Sistem informasi yang dapat mendukung kegiatan operasional (rutin) serta 
dapat meminimalkan pekerjaan yang kurang memberikan nilai tambah, 
meningkatkan kecepatan aktivitas rumah sakit serta dapat menciptaka 
‘titik kontak tunggal’ atau ‘Case Manager’ bagi pasien. 
g. Sistem informasi yang dapat memberdayakan karyawan (Empowering). 
h. Sistem informasi yang dapat mengakomodasi aktivitas yang dibutuhkan 
untuk keperluan penelitian dan pengembangan keilmuannya di bidang 
obstetri dan ginekologi dengan ketersediaan teknologi informasi yang 
mampu untuk memperoleh, mentransmisikan, menyimpan, mengolah atau 
memproses dan menyajikan informasi dan data baik data internal maupun 
data eksternal. 
H. Peningkatan Kualitas PONEK 
1. On The Job Training 
a. Pengertian  
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On The Job Training (OJT) adalah suatu kegiatan yang bertujuan 
untuk engawasi/mengevaluasi kinerja unit maternal neonatal Rumah Sakit 
setempat. Di dalam OJT juga terkandung upaya bimbingan/penyampaian 
saran jika ditemukan kejanggalan/hal-hal yang tidak sesuai dengan 
seharusnya. 
b. Pelaksana 
Tim pelaksana dapat berasal dari tim PONEK Rumah Sakit setempat 
(self assessement) maupun Tim PONEK Rumah Sakit luar apabila dirasa 
belum mampu melakukan secara mandiri. Penilaian oleh tim PONEK Rumah 
Sakit setempat (self assessment) minimal harus dikerjakan 1 kali setiap bulan 
dilanjutkan dengan memberikan laporan kepada Direktur Rumah Sakit. Hal 
yang dinilai adalah Standar Kinerja Manajemen yang terdiri atas :  
1. Standar Masukan 
Daftar Tilik Pemantauan standar masukan meliputi Area Cuci Tangan, 
Area Resusuitasi dan Stabilisasi di Ruang Neonatus/UGD, Unit Perawatan 
Khusus, Unit Perawatan Intensif, Area Laktasi, Area Pencucian Inkubator. 
2. Standar Manajemen  
Daftar Tilik Pemantauan Pengelolaan menurut bagiannya antara lain: 
Referensi, Catatan medis, Sumber daya manusia, Manajemen Kualitas, 
Manajemen Pemeliharaan. 
c. Peserta 
Peserta adalah unit maternal neonatal beserta berbagai unit 
pendukungnya. Hal ini dilakukan dalam waktu bersamaan, sehingga jika ada 
masalah dapat diselesaikan bersama. Kesehatan ibu dan anak merupakan 2 
hal yang tidak dapat dipisahkan. 
d. Pelaksana  
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OJT dilakukan selama 2 hari. Hari pertama secara bersama-sama 
mengevaluasi kinerja manajemen dan kinerja klinis RS PONEK tersebut. Di 
hari pertama ini juga sekaligus diberikan bimbingan dan arahan yang 
diperlukan. Hari kedua memberi laporan kepada direktur sekaligus 
membicarakan langkah selanjutnya yang perlu diupayakan. 
e. Instrumen  
Agar lebih seragam dan terarah, disediakan instrumen untuk 
melakukan OJT yaitu Standar Kinerja Manajemen dan Standar Kinerja 
Klinis.  
f. Target 
Setiap Rumah Sakit perlu mencantumkan target pencapaian 
PONEKnya. Hal ini perlu dibicarakan dengan pimpinan Rumah Sakit, 
pimpinan daerah dan pengembang rumah sakit tersebut.  
Jika ada Rumah Sakit yang masih dalam taraf BELUM MAMPU 
PONEK ,belum dapat memenuhi kriteria Rumah Sakit PONEK, maka Rumah 
Sakit tersebut harus memiliki progress kearah perbaikan yang lebih baik dan 
dapat melakukan upaya peningkatan kriteria PONEK Rumah Sakit nya. Hal 
ini dapat dilakukan dengan cara magang atau sistering atau mengikuti 
pelatihan yang terstandarisasi dan diakui oleh profesi. Untuk kriteria kinerja 
manajemen selayaknya tercapai 100% dan untuk kriteria kinerja klinis dapat 
diupayakan peningkatan bertahap. 
2. In House Training  
In House Training adalah suatu kegiatan berupa lokakarya yang 
melibatkan seluruh karyawan Rumah Sakit PONEK yang terlibat secara 
langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan obstetri neonatal 
emergensi komprehensif. Materi lokakarya dapat meliputi pelatihan 
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manajemen maupun bidang klinis tergantung kebutuhan Rumah Sakit 
tersebut. Keputusan untuk memilih materi tergantung dari kebutuhan yg 
dirasakan kurang atau dianggap dapat meningkatkan kinerja Rumah Sakit 
ponek tersebut. Rumah Sakit dapat menghubungi dinas kesehatan setempat 
yang akan berkolaborasi/bekerjasama dengan profesi dalam penyediaan 
fasilitator. 
3. Pemantauan Dan Evaluasi Kerja  
Pemantauan dan evaluasi kinerja ini bersifat: 
a. Harus dapat dilakukan mandiri oleh tim PONEK Rumah Sakit itu sendiri 
(self assessment), tidak tergantung pada siapapun. Dapat dilakukan setiap 
saat, berkesinambungan dan terarah. 
b. Bila tim PONEK Rumah Sakit tersebut belum dapat melakukan penilaian 
mandiri, dapat meminta bantuan pihak luar (non-self assessment). Pihak 
luar yang dimaksud adalah Rumah Sakit yang sudah memenuhi kriteria 
Rumah Sakit mampu PONEK atau kelompok profesi yang sudah 
kompeten dalam membentuk pelatihan PONEK bekerja sama dengan 
Dinas Kesehatan setempat. Penilaian ini secara bertahap akan dikurangi 
dan diupayakan untuk dapat kembali ke poin 1 yaitu menilai secara 
mandiri. 
c. Hasil penilaian dapat meliputi 3 kriteria yaitu Rumah Sakit belum mampu 
PONEK, mampu PONEK dan mampu PONEK plus. 
d. Hasil penilaian ini harus dilaporkan ke direktur Rumah Sakit setempat. 
Pihak Dinas Kesehatan setempat yang bekerja sama dengan profesi terkait 




e. Bagi Rumah Sakit PONEK yang ingin meningkatkan hasil pencapaian 
kinerja PONEK nya dapat melalui berbagai cara yang dirasakan paling 
sesuai yaitu magang, sistering atau mengikuti suatu pelatihan yang sudah 
terstandarisasi. 
f. Untuk mempertahankan/meningkatkan pencapaian kinerja Rumah Sakit 
PONEK perlu dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) secara berkala 
(minimal 3 sampai 4 kali dalam setahun). 
I. Regionalisasi Rujukan Maternal Neonatal 
1. Pengertian  
a. Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal adalah suatu sistem 
pembagian wilayah kerja rumah sakit dengan cakupan area pelayanan 
yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam waktu kurang dari 1 jam, 
agar dapat memberikan tindakan darurat sesuai standar. Regionalisasi 
menjamin agar sistem rujukan kesehatan berjalan secara optimal. 
b. Rujukan diartikan sebagai proses yang bermula dan timbal balik pada 
saat seorang petugas kesehatan pada salah satu tingkat pelayanan mengalami 
kekurangan sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga, anggaran/uang) dan 
kompetensi, untuk mengatasi sesuatu kondisi, sehingga harus meminta 
bantuan kepada sarana pelayanan kesehatan lain baik yang setingkat 
(horizontal) maupun berbeda tingkat (vertikal). Rujukan vertikal dapat 
dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan 
yang lebih tinggi atau sebaliknya (pasal 7 ayat 4, Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012). 
Sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan merupakan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan 
tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal 
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maupun horizontal (pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 
2012). 
Rujukan medik yang berkaitan dengan pengobatan dan pemulihan, 
dapat dilaksanakan selain pengiriman langsung pasien (kasus), spesimen, 
pemeriksaan penunjang medik, dan pengetahuan tentang penyakit, juga 
pengiriman secara tidak langsung melalui bantuan teknologi komunikasi 
informasi (ICT), berupa tele-medicine/e-health/u-health, yang terbatas 
berupa gambar, tulisan dan suara (Audio-visual), sedangkan rujukan 
pemeriksaan specimen/bahan tidak dapat dilakukan melalui cara rujukan ini, 














 Sistem Rujukan pada banyak Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
(Fasyankes) 
Keterangan Gambar 2.2: Sistem rujukan dapat berlangsung berjenjang begitu 
pula dengan rujukan balik. Rujukan emergensi akan berjalan sesuai 
kebutuhan layanan kegawat-daruratan saat itu, sedangkan rujukan 
konvensionil akan berlangsung secara berjenjang, diikuti rujukan baliknya. 
Fasyankes tempat rujukan dapat menentukan apakah pasien dapat dirawat 
oleh fasyankes tersebut, dirujuk ke fasyankes yang lebih mampu, atau dirujuk 
balik ke fasyankes yang merujuk disertai dengan saran-saran dan ataupun 
obat yang diperlukan untuk kasus-kasus tertentu. Alur rujukan balik dapat 
langsung ke fasyankes yang pertama kali menerima pasien (gate keeper) 
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apabila fasyankes pada strata yang lebih tinggi menilai dan menyatakan 
pasien layak untuk dilayani ataupun dirawat disana. 
2. Berbagai langkah Regionalisasi Rujukan Maternal Neonatal 
a. Tentukan wilayah rujukan. 
b. Persiapkan sumber daya manusia minimal Dokter, bidan, dan 
perawat pada wilayah pelayanan primer. Diharapkan 1 RS 
PONEK dapat mengampu 2-4 Puskesmas PONED. 
c. Buatkan kebijakan (SK, Perda) yang mendukung pelayanan 
regional dan dana dukungan. 
d. Pembentukan organisasi Tim PONEK Rumah Sakit minimal 2 
orang Dokter Spesialis Obstetri dan ginekologi 2 orang Dokter 
Spesialis Anak 2 orang Dokter umum UGD, 2 orang Bidan dan 2 
orang Perawat melalui SK Direktur Rumah Sakit. 
e. Pembentukan organisasi Tim PONED puskesmas minimal dokter, 
bidan dan perawat. 
f. Pelatihan bagi SDM agar kompeten sesuai standar prosedur. 
g. Meningkatkan fungsi pengawasan oleh Direktur Rumah Sakit 
dalam hal evaluasi kegiatan PONEK. 
h. Meningkatkan fungsi pengawasan oleh Pimpinan Puskesmas 
dalam hal evaluasi kegiatan PONED. 
i. Evaluasi Kinerja melalui penilaian Standar Kinerja Manajemen 
yang telah dibuat. Evaluasi ini dapat disesuaikan dengan 






C. Tinjauan Umum Menurut Pandangan Islam 
 
Allah Berfirman dalam Qur’an Surah Al Maa-idah Ayat 02:                        
 
 
                              
          
 
Terjemahnya:   
 
dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Amat berat siksa-Nya” (DepartemenAgama RI, 2004:46) 
Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, yakni 
segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi 
dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketakwaan yakni segala upaya 
yang dapat menghindarkan bencana duniawi. Walaupun dengan orang-orang 
yang tidak seiman dengan kamu (Quraish Shihab, 2009). 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan 
upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi 




Terjemahnya :  
 “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 
kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih). 
Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah 
selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan 
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pemberian gaji setiap bulan. Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda 
pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud 
memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk 
menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai 
ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya 



























































 Kerangka Teori Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) 













A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
Jenis penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif (explanatory research). Penelitian kualitatif 
adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan 
pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Sedangkan, 
penelitian dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan 
suatu keadaan secara objektif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti 
ingin menggali informasi mengenai Implementasi kebijakan PONEK di 
Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah Kota Makassar. 
Subyek penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah 
Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah Kota Makassar yang 
di latar belakangi dengan adanya Angka Kematian Ibu (AKI). 
B. Informan  Penelitian 
Metode penentuan Informan menggunakan Purposive sampling. 
Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang di dasarkan 
pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri 
berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi. (Soekidjo, 2012:124). 
Beberapa kriteria informan yang ditetapkan peneliti adalah sebagai 
berikut: Semua Tim PONEK (Berjumlah 4 orang) 
Dalam hal penetapan criteria informan tidak terlepas dari domain 
utama dari arah penelitian ini, yang bertujuan agar memberikan batasan-




Pendekatan penelitian  yang akan dijelaskan seperti pendekatan 
penelitian itu sendiri, waktu penelitian dan metode pengambilan sampel 
dengan cara deskriptif antara lain seba  gai berikut: 
1. Pendekatan Penelitian 
Objek penelitian merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian 
karena disitulah tempat atau lokasi diadakan suatu kajian atau penelitian. 
Yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini yang mana dengan judul 
Implementasi Kebijakan Pelayanan PONEK di Rumah Sakit Khusus Daerah 
Ibu dan Anak Sitti Fatimah Kota Makassar, Adapun pertimbangan 
pengambilan implementasi kebijakan pelayanan Ponek sebagai studi kasus 
penelitian yakni dikarenakan kebijakan Pelayanan Ponek dalam melihat 
kondisi kebijakan pelayanan dalam menerapkan suatu keputusan yang di 
implementasikan di suatu rumah sakit secara umum yang ada di negara 
indonesia terutama di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti 
Fatimah Kota Makassar. 
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian dengan judul “ Implementasi Kebijakan Pelayanan 
PONEK Di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah Kota 
Makassar” akan dilaksanakan selama 1 Bulan (30 hari) yang dihitung mulai 
Agustus 2016. Dimana penilitian yang akan dilakukan tergantung dari 
kebutuhan data dan informasi yang didapat untuk kelengkapan laporan Tugas 
Akhir. 
C. Metode Pengumpulan Data 
a) Jenis data 
Berdasarkan sumbernya data dapat dibedakan atas dua yaitu: 
1) Data Primer 
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Data primer merupakan  informasi yang diperoleh secara langsung 
melalui pengamatan tanpa ada perantara antara peneliti dengan objek yang 
akan diteliti. Seperti kondisi kekinian lokasi penelitian pada aspek 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Ponek. 
2) Data Sekunder 
Sangat berbeda dengan data Primer, dimana data sekunder merupakan  
informasi  yang  diperoleh tidak secara langsung, artinya ada perantara antara 
peneliti dan objek yang akan diteliti, seperti: instansi pemerintahan, artikel 
maupun internet. Sumber data sekunder  yang  diambil  yakni yang bersumber 
dari instansi-instansi seperti Kantor Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, 
Puskesmas dan Dinas Terkait. 
b) Teknik Pengambilan Data 
1. Teknik Observasi 
Observasi digunakan dengan melakukan pengamatan terhadap 
permasalahan yang terdapat pada lokasi penelitian baik itu dari segi 
kebijakan, pelayanan dan implementasi tempat kajian, yang terdapat pada 
lokasi penelitian. Sehingga dengan demikian peneliti dapat melakukan 
hipotesa (dugaan sementara) berkenaan dengan informasi yang didapat pada 
lokasi. Teknik observasi yang dilakukan yang dengan cara mengkaji 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Ponek dalam suatu instansi terkait. 
2. Teknik Wawancara mendalam (Indepth Interview) 
Teknik yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara secara 
langsung, wawancara bebas, interview, guna mengetahui secara mendalam 
permasalahan dalam lokasi penelitian terutama untuk menggali informasi 
sesuai dengan arah yang dikehendaki dan dapat menyatakan pemikiran-
pemikiran secara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara. 
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D. Instrumen Penelitian  
Peneliti merupakan instrumen penelitian itu sendiri yang mempunyai 
kedudukan sebagai pengumpulan data, seperti analisis, penafsiran data, dan 
pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Selain itu pendukung seperti 
pedoman wawancara serta alat perekam suara (voice recerder), gambar, dan 
buku catatan lapangan. 
E. Pengolahan dan Penyajian Data  
Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis 
data kualitatif yang disebut dengan model interaktif, yaitu: 
1. Reduksi data 
Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 
penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi 
dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung secara 
terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tentu saja proses 
reduksi data ini tidak harus menunggu hingga data terkumpul banyak, namun 
dapat dilakukan sejak data masih sedikit sehingga selain meringankan kerja 
peneliti, juga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan kategorisasi data 
yang telah ada. Data yang di dapatkan oleh peneliti kemudian di reduksi. 
Informasi yang didapatkan oleh peneliti setelah wawancara kemudian 
dikelompokkan mana informasi yang menjawab rumusan masalah pertama 
dan kedua. 
2. Display data 
Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah 
penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan 
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data 
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ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa 
yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau 
mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan 
tersebut. 
3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 
Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan 
penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah 
ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan 
interpretasi yang dibuatnya.  (Muhammad Idrus 2009:150). 
F. Validitas dan Reliabilitas  
Untuk menjamin derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, pada 
penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan metode. 
1. Triangulasi metode yaitu dengan cara membandingkan metode 
pengumpulan data yaitu hasil wawancara mendalam (Indepth 
Interview) dengan fakta di lapangan melalui hasil observasi. 
2. Triangulasi sumber data, menggali kebenaran informan tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 
melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan 
dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau 
tulisan  pribadi dan gabar atau foto. Masing-masing cara  itu akan 
menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan 
memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai 








BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dan 
salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 
bangsa Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah 
bertanggung Jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang 
adil dan meratabagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan 
yang setinggi-tingginya sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 
16. Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam 
komitmen Internasional, yang dituangkan dalam Millenium Development 
Goals (MDGs). 
RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah Rumah Sakit milik 
Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Rumah Sakit ini adalah rumah 
sakit negeri kelas B. Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan 
kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas. Rumah sakit ini juga 
menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten. Tempat ini 
tersedia 56 tempat tidur inap, lebih sedikit dibanding setiap rumah sakit di 
Sulawesi Selatan yang tersedia rata-rata 93 tempat tidur inap. Dengan 10 
dokter, rumah sakit ini tersedia lebih sedikit dibanding rata-rata rumah sakit 
di Sulawesi Selatan. 2 dari 56 tempat tidur di rumah sakit ini berkelas VIP 
keatas. Sebagian Besar Spesialis dari 10 dokter di rumah sakit ini, 6 adalah 





sedikit daripada rumah sakit tipikal di Sulawesi Selatan, 9 lebih sedikit 
daripada rumah sakit tipikal di Sulawesi Selatan. 
Pada tanggal 4 februari 2002 berubah dari Rumah Sakit Bersalin Siti 
Fatimah menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak siti Fatimah, sesuai surat 
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 12. Tahun. 2002. Pada tanggal 01 
Februari 2005 terakreditasi 5 pelayanan sesuai dengan DEPKES RI Nomor : 
HK.00.06.3.5.322. Tanggal 27 maret 2008 RSIA Siti Fatimah telah 
terakreditasi 12 Pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI 
Nomor : SK.YM.01.10/III/972/2008. Tanggal 19 Juli 2008 telah menjadi tipe 
B khusus sesuai surat Nomor 775/Menkes/SK/VII/2008. Tanggal 6 juli 2011 
berubah menjadi Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah 
sesuai dengan PERDA provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011. Pada 
tanggal 26 Januari 2012 terakreditasi 16 pelayanan dengan status lulus tingkat 
lengkap. 
Luas tanah 2.381 M2 dengan luas bangunan 1.808 M2, di Jl. Gunung 
Merapi No. 75 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota 
Makassar. 
1. Visi dan Misi 
a) Visi  
“Menjadikan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti 
Fatimah sebagai Centre Of Excelence di Indonesia bagian Timur 
Tahun 2015” 
b) Misi  
1. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan 
mampu memberikan pelayanan prima menuju kemandirian. 
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2. Meningkatkan Sistem Manajemen dan klinis yang terkemuka 
dan handal. 
3. Meningkatkan dan mengembangkan informasi teknologi 
terkini. 
4. Pengembangan infrastruktur Rumah Sakit berbasis Go Green. 
5. Mempertahankan dan meningkatkan Continyuitas Quality 
Rumah Sakit. 
2. Tugas Pokok dan Fungsi 
a. Tugas Pokok 
a) Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan 
berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, 
pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya 
peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya 
rujukan. 
b) Melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan 
Rumah Sakit. 
c) Melaksanakan pembinaan kepada unit pelayanan kesehatan 
dasar disekitarnya. 
b. Fungsi Pelayanan Medis. 
a) Pelayanan penunjang medis dan non medis.  
b) Pelaksanaan upaya pencegahan akibat penyakit dan pemulihan 
kesehatan. 
c) Pelayanan dan asuhan keperawatan. 
d) Pelayanan rujukan. 
e) Pendidikan dan pelatihan. 
f) Penelitian dan pengembangan. 
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g) Pelayanan administrasi umum dan keuangan. 
3. Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar 
(Terlampir) 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Karakteristik Informan 
 
Tabel 4.1  
Karakteristik Informan 
No Informan  JK Umur Pendidikan Keterangan 
1. YL P 40 S1  Kepala Keperawatan 
2. HS P 49 S2 PJ Ruang PNC 
3. RT P 44 D IV  Ka Ruang perawatan anak 
4. EM P 50 D IV Bidan  
Sumber : Data Primer RSKD Ibu dan Anak siti Fatimah Kota Makassar 
2016 
 Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 8 Agustus sampai 6 
September 2016. Sumber data informasi diperoleh melalui wawancara 
mendalam (indepth interview) dan observasi (observation) petugas kesehatan 
yang bertanggung jawab (Tim pelaksana PONEK) sumber data yang 
dimaksud adalah orang-orang yang bersedia memberikan informasi. 
Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang merupakan petugas 




 Umur informan berkisar antara 40-50 tahun, karakteristik riwayat 
pendidikan informan yaitu D IV sampai S2.  
2. Hasil Analisis Data 
Hasil analisis data ini menggambarkan tentang keseluruhan dari 
informasi yang diperoleh selama proses penelitian dilakukan, hasil yang dapat 
disusun berdasarkan tujuan penelitian ditambah dengan informasi-informasi 
yang menjadi temuan peneliti selama penelitian berlangsung. Kegiatan yang 
dilaksanakan dalam  upaya mendeskripsikan Implementasi Kebijakan 
Pelayan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) di 
RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar terhadap petugas maupun 
tim pelaksana PONEK itu sendiri.. 
Adapun hasil analisis data yang diperoleh selama penelitian yaitu 
sebagai berikut : 
a. Komunikasi  
1) Pelaksana sosialisasi dalam program PONEK 
Berdasarkan hasil wawancara, Pelaksana sosialisasi dalam 
pelaksanaan program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 
di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah yaitu petugas atau tim yang sudah 
melakukan pelatihan  hasil wawancara sebagai berikut: 
 
“adapun pelaksana sosialisasi dalam program PONEK yaitu petugas 
yang telah melakukan pelatihan sebelumnya antara lain Dokter ahli 
kandungan, dokter anak, perawat dan bidan” 
(HS, Perempuan 49 Tahun, Agustus 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan informan 
mengetahui pasti siapa saja pelaksana sosialisasi program Pelayanan Obstetry 
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Neonatal Emergensi Komprehensif di RSKD IA Siti Fatimah karena pada 
dasarnya semua petugas ataupun tim tersebut telah diberikan pelatihan 
sebelumnya. Pelatihan yang dimaksud adalah On The Job training (OJT) 
merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengawasi/mengevaluasi kinerja 
unit maternal neonatal Rumah Sakit setempat yang terdiri dari pelaksana, 
peserta,pelaksanaan, instrumen dan target. Sedangkan In House Training 
adalah suatu kegiatan berupa lokakarya yang melibatkan seluruh karyawan 
Rumah Sakit PONEK yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 
dalam pelayanan obstetri neonal emergensi komprehensif. Materi lokakarya 
dapat meliputi pelatihan manajemen maupun bidang klinis tergantung 
kebutuhan Rumah Sakit tersebut. Dan yang terakhir adalah Pemantauan dan 
evaluasi kerja. oleh karena itu alasan mereka mengetuhui secara paripurna 
pelaksana sosialisasi tersebut. 
2) Bentuk sosialisasi 
Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa bentuk 
sosialisasi yang dilakukan dalam program PONEK tersebut awalnya 
dilakukan sebuah perekrutan petugas ataupun tim kemudian diberikan 
pelatihan pelatihan yang terkait dalam pelaksanaannya dimana yang terlibat 
di dalamnya merupakan petugas kesehatan itu sendiri kemudian berubah 
menjadi tim maka pada akhirnya dilakukan penilaian kinerja terhadap semua 
tim. Adapun hasil wawancara sebagai berikut : 
 
“awalnya dilakukan pembentukan sebuah tim, yang telah direkrut 
kemudian diberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi petugas 




(YL, Perempuan 40 Tahun, Agustus 2016) 
 
3) Media dalam sosialisasi 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan media yang 
digunakan dalam sosialisasi anatara lain seperti banner-banner, brosur, leftlet 
dan simulasi kegawatdaruratan yang diberikan kepada tim atau petugas yang 
terlibat. Adapun hasil wawancara sebagai berikut : 
 
“media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi program 
PONEK adalah media seperti bunner-bunner, brosur atau pamphlet, 
leftlet serta simulasi kegawatdaruratan” 
(RT, Perempuan 44 Tahun, Agustus 2016) 
 
“dalam pelaksanaan sosialisasi program PONEK media yang 
digunakan ialah sarana dan prasarana, sumberdaya baik manusia 
maupun finansial untuk menghasilkan pencapaian yang maksimal” 
(YL, 40 Tahun, Agustus 2016) 
 
“… media itu berupa materi yang disampaikan dalam pelatihan” 
(HS, Perempuan 49 Tahun, Agustus 2016) 
 
”... sosialisasi yang dilakukan juga sudah sangat efektif, karna yang 
melakukan sosialisasi tersebut atau petugas kesehatan  yang 
berkompeten dans telah diakui kemampuannya” 




4) Sasaran dalam sosialisasi 
Berdasarkan hasil wawancara, informan mengetahui secara pasti 
siapa yang menjadi sasaran sosialisasi program PONEK itu sendiri yaitu 
petugas yang belum pernah mengikuti pelatihan seperti petugas UDG, 
Intranatal, petugas PNC dan perinatology. Adapun hasil wawancara sebagai 
berikut : 
 
“…petugas yang belum mengikuti pelatihan seperti petugas UGD, 
Intranatal, PNC, Perinatology dan petugas lainnya” 
(EM, Perempuan 50 Tahun, Agustus 2016) 
 
5) Faktor penghambat sosialisasi 
Berdasarkan hasil wawancara, sebagian rinforman mengatakan bahwa 
faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi 
PONEK ialah terbatasnya waktu serta kesibukan petugas faktor pekerjaan 
masing-masing sehingga sulit untuk melakukan sosialisasi. Hasil wawancara 
sebagai berikut; 
 
“…susah untuk berkumpul merupakan kendala yang kami hadapi 
pelaksanaan sosialisasi dengan alasan sibuk dengan pekerjaan 
masing-masing” 
(HS, Perempuan 49 Tahun, Agustus 2016) 
 
 
b. Sumber Daya 
1) Pelatihan untuk tim PONEK  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sebagian besar 
mengatakan bahwa semua tim PONEK yang ada di RSKD Ibu dan Anak Siti 
Fatimah telah mengikuti atau mendapatkan pelatihan tersebut dan telah 
memenuhi syarat serta standar yang berlaku. Maka inilah hasil wawancara 
tersebut : 
 
“…sudah dilakukan pelatihan terhadap semua Tim PONEK di Rumah 
Sakit ini dan telah memunuhi standar” 
(EM, Perempuan 50 Tahun, Agustus 2016) 
Yang dimaksud dengan telah memenuhi standar seperti yang telah 
dibahasakan oleh informan diatas adalah kompetensi dalam hal seperti 
manajemen pengelolaan transfusi darah dan Bank darah Rumah Sakit, 
mempunyai sertifikat pengetahuan dan keterampilan tentang transfusi darah, 
penerimaan darah, penyimpanan darah, pemeriksaan golongan darah, 
pemeriksaan uji silang, pemantapan mutu internal, pencatatan, pelaporan, 
pelacakan dan dokumentasi serta kewaspadaan universal (universal 
precaution). 
2) Pemahaman petugas 
Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa 
pemahaman petugas terkait program PONEK tersebut sudah lumayan baik 
dari segi pelayanan maupun tindakan kegawatdarutan serta perlu untuk 
ditingkatkan lagi terkait pemahamannya terhadap program tersebut. Adapun 
hasil wawancara sebagai berikut : 
 
”….sejauh ini pehamahaman petugas sudah lumayan baik akan tetapi 
harus ditingkatkan dan dimaksimakan lagi” 
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(RT, Perempuan 44 Tahun, Agustus 2016) 
3) Ketersediaan tenaga pelaksana 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, rata-rata informan 
mengatakan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan pelaksana program 
PONEK sudah cukup yang dibuktikan dengan adanya tim pelaksana yang 
sudah mengikuti pelatihan yang telah ditentukan. Adapun hasil wawancara 
tersebut sebagai berikut:  
 
“ketersediaan tim atau tenaga pelaksana disini sudah cukup” 
(EM, Perempuan 50 Tahun, Agustus 2016) 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan informan mengtakan 
bahwa tim atau tenaga pelaksana sudah cukup sesuai dengan kriteria khusus 
sumber daya manusia yang minimal terdiri dari 1 dokter spesialis kebidanan 
kandungan, 1 dokter spesialis anak, 1 dokter di UGD, 3 orang bidan (1 
koordinator dan 2 penyedia) serta 2 orang perawat pada masing-masing 
Rumah Sakit mampu PONEK. Jadi informan menyimpulkan bahwa 
ketersediaan tim dan tenaga pelaksana sudah cukup. 
4) Sumber Dana program 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, responden 
mengatakan bahwa sumber dana berasal dari anggaran pelatihan diklat, 
dimana diklat mengajukan anggaran ke bagian perencanaan dan semua 
anggaran tersebut berasal dari dana BLUD Rumah Sakit Siti Fatimah itu 
sendiri. Namun dari segi finansial masih belum ada insentif khusus bagi 




“...sumber dana program PONEK berasal dari anggaran pelatihan 
diklat yang berasal dari dana BLUD Rumah Sakit Siti Fatimah itu 
sendiri, akan tetapi dari segi finansial masih belum ada insentif 
khusus bagi tenaga pelaksana PONEK.” 
(YL, Perempuan 40 Tahun, Agustus 2016) 
 
5) Ketersediaan SDM dan sarana prasarana 
Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung keberhasilan 
suatu program pelayanan PONEK serta pengimplementasiannya akan sangat 
mudah apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap serta 
memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut : 
 
“…Ketersediaan sarana dan prasarana cukup, semuanya memadai. 
Saya kira semua SDM tidak ada yang bermasalah karna semua 
lengkap mulai dari Dokter ahli kandungan (dokter obgyn), dokter 
anak, anestesi, perawat serta bidan.” 
(RT, Perempuan 44 Tahun, Agustus 2016) 
 
c. Disposisi (Sikap Pelaksana Program) 
Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik maka implementor tersebut dapat 
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang 
berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan 




“…mengikuti aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh direktur, dan 
semua tim ponek berkomitmen memberikan pelayanan terbaik serta 
pertolongan pertama yang efektif bagi pasien emergensi yang 
bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi” 
 
“….untuk meningkatkan motivasi kerja bagi tim PONEK ada 
beberapa kegiatan yang dilakukan. Kalau kita disini setiap pagi, 
sore, malam akan dilaksanakan breafing kemudian Setiap selasa 
dengan kamis kita ada morning season dimana  semua masalah-
masalah kegwatdaruratan di bahas pada pagi hari” 
 
“….motivasi kerja petugas meningkat dengan adanya jasa medik, 
petugas yang bekerja tersebut bekerja karena selain mengabdi juga 
ingin mendapat reward, sedangkang reward yang didapat itu seperti 
tambahan jasa medik” 
(YL, Perempuan 40 Tahun, Agustus 2016) 
 
d. Struktur Birokrasi 
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek 
dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan 
fragmentasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait dengan 




“…intinya SOP sudah lengkap, ketika ada yang tidak sesuai dengan 
SOP harus direvisi lagi  karena semua program maupun pelayanan 
semua ada SOPnya dan sesuai. cepat, tepat dan benar dan tidak ada 
petugas yang tidak mematuhi SOP” 
 
(YL, Perempuan 40 Tahun, Agustus 2016) 
 
SOP yang di maksud adalah dalam menjalankan operasional Rumah 
Sakit serta instansi-instansi lainnya peran pegawai memiliki kedudukan dan 
fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan standar-standar 
operasi prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh-sungguh untuk menjadi 
sumber daya manusia yang profesional, handal sehingga dapat mewujudkan 
visi dan misi perusahaan maupun instansi-instansi kesehatan dalam hal ini 
SOP bertujuan agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja 
petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja, agar mengetahui 
dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi, memperjelas 
alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait, 
melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau 
kesalahan administrasi lainnya, Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, 
keraguan, duplikasi dan inefisiensi khususnya pada penelitian ini fokus pada 
implementasi kebijakan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif 
di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar. 
 
C. Pembahasan  
1. Komunikasi  
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Komunikasi adalah pemindahan informasi yang dapat dimengerti dari 
dua atau satu orang/kelompok kepada orang/kelompok lainnya. Komunikasi 
itu melayani empat macam fungsi besar di dalam sebuah   kelompok 
organisasi atau organisasi yaitu fungsi kontrol, motivasi, ekspresi emosional, 
dan informasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan 
dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target 
group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan 
sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali 
oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari 
kelompok sasaran.(Edward III 1990) 
Pengertian Komunikasi Secara Umum adalah proses pengiriman dan 
penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif 
sehingga dapat dipahami dengan mudah. Istilah komunikasi dalam bahasa 
inggris disebut communication, yang berasal dari kata communication atau 
communis yang memiliki arti sama atau sama yang memiliki makna 
pengertian bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian 
komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua 
orang atau lebih agar pesan yang dimaksud dapat dipahami. proses dimana 
seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan 
(James A.F.Stoner). pengertian komunikasi adalah hubungan kontak antar 
dan antara manusia baik individu maupun kelompok (Prof. Drs. H.A.W. 
Widjaya) 
Sebuah kegiatan atau program yang hendak dicapai tidak akan 
berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi yang jelas dan terarah. 
Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa sosialisasi, 
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siapa-siapa yang menjadi sasaran sosialisasi, bagaimana bentuk 
sosialisasinya, media yang digunakan dalam sosialisasi seperti apa bentuk 
sosialisasinya serta faktor penghambat atau kendala dalam  proses sosialisasi 
program PONEK di RSKD ibu dan anak siti Fatimah kota makassar.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor komunikasi sangat penting 
dalam pengimplementasian suatu kebijakan dimana narasumber rata-rata 
mengetahui siapa saja yang melakukan sosialisasi program tersebut seperti 
yang dikemukakan oleh salah satu narasumber bahwa pelaksana sosialisasi 
program adalah petugas kesehatan atau tim yang telah mengikuti pelatihan 
sebelumnya yaitu dokter ahli kandungan, dokter anak, perawat serta bidan 
yang berkompeten. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan 
PONEK dari segi komunikasi berjalan secara optimal dengan adanya bukti 
SK pelaksanaan PONEK. 
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Tyas Destiana (2012) yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan 
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RSUD 
Kota Semarang menunjukkan bahwa RSUD Kota Semarang dalam 
pelaksanaan PONEK dari faktor komunikasi belum optimal (belum 
memenuhi aspek intensitas, dimana frekuensi sosialisasi tidak menentu). 
Berdasarkan pedoman penyelenggaraan PONEK bahwa variabel 
komunikasi dalam penelitian ini merupakan salah satu faktor pendukung 
jalannya program tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa hasil 
penelitian yang telah dilakukan sejalan dengan pedoman penyelenggaraan 
PONEK sesuai standar manajemen dan prosedur yang telah ditetapkan dalam 
pemngimplementasian program pelayanan obstetri neonatal emergensi 
komprehensif di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah. 
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2. Sumber Daya 
Menurut teori Grinddle dalam wibawa, jumlah kelayakan sumber 
daya manusia (aktor pelaksana) sangat menentukan kinerja 
pengimplementasian pelayanan kebijakan. Jadi dari jumlah SDM yang sesuai 
untuk melakukan pelaksanaan kebijakan PONEK di rumah sakit ini sudah 
memadai.  Teori yang dikemukakan oleh Goggin et.al, 1990 dalam Purwanto 
& Sulistiastuti(2012) tentang jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi 
untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas 
suatu organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan 
tujuan organisasi. Hal ini juga dikuatkan oleh teori menurut Purwanto& 
Sulistiastuti (2012) bahwa jumlah SDM yang harus disediakan oleh suatu 
organisasi agar dapat menjalankan tugasnya sangat tergantung pada tugas 
yang harus dilakukannya. Semakin kompleks suatu kebiajkan maka semakin 
banyak pula jumlah SDM yang harus disediakan untuk menjalankan tugas 
mengimplementasikan kebijakan. Sementara itu, jika kebijakan harus 
diimplementasikan sederhana maka semakin sedikit pula jumlah SDM yang 
diperlukan. 
SDM di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar untuk 
melaksanakan kebijakan PONEK sudah mencukupi dan sesuai standar. 
Sehingga pelaksanaan PONEK di rumah sakit ini dapat berjalan dengan baik. 
Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau 
unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi 
juga non-fisik (intangible). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik 
menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal 
(selalu tetap). Sumber daya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial seperti ketersediaan 
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tenaga kesehatan (tim PONEK) serta sumberdana dan alokasi dana khusus 
program yang ada pada tiap Rumah Sakit. 
Apabila isi suatu kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan  
konsisten,tetapi implementor kekurangan sumberdaya untuk 
melaksanakannya, maka implementasi tidak akan merjalan efektif. 
Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan, karena 
tanpa adanya sumberdaya   kebijakan   hanya   tinggal   di   kertas   menjadi 
dokumen saja. 
Beberapa sumberdaya yang penting  dalam pelaksanakan kebijakan   
yaitu:   staff yang memadai dan memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas-
tugasnya, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam 
pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang terpenting dalam melaksanakan 
kebijakan adalah staf. Untuk melaksanakan kebijakan tidak cukup hanya 
dengn jumlah pelaksana yang memadai, tetapi pelaksana juga harus memiliki 
keterampilan-keterampilan untuk melakukan pekerjaannya. 
Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam 
implementasi kebijakan. Informasi memiliki dua bentuk, yaitu: informasi 
mengenai   bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan data tentang 
kedisiplinan pelaksana kebijakan terhadap aturan yang telah ditetapkan. 
Pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan 
bagaimana mereka harus melakukannya, sehingga harus diberi petunjuk 
untuk melaksanakan kebijakan. Pelaksana kebijakan jugaharus   mengetahui   
apakah   orang-orang   lain   terlibat   dalam pelaksanaan kebijakan mentaati 
peratuaran atau tidak. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sumber daya yang 
dimaksud dalam penelitian ini berupa pelatihan-pelatihan bagi petugas, 
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pemahaman petugas terkait program PONEK, Ketersediaan tenaga 
pelaksana, sumber dana/alokasi dana program serta ketersediaan SDM dan 
sarana prasarananya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sudah 
dilakukan pelatihan sebelumnya bagi petugas/ tim PONEK serta pemahaman 
yang didapatkan juga sudah cukup. Kemudian narasumber mengatakan 
bahwa sumber dana berasal dari pelatihan diklat yang bersumber dari BLUD, 
narasumber juga mengatakan bahwa SDM dan sarana prasarana yang 
digunakan sesuai kebutuhan sudah cukup memadai. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Ma’rifah, dkk (2013) yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan PONEK 
di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar 
Tahun 2013 dimana hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 
variabel Sumberdaya Manusia Pelaksana PONEK di RSKD Ibu dan Anak Siti 
Fatimah Kota Makassar sudah mencukupi menurut informasi dari informan. 
Meski terdapat satu informan menyatakan bahwa staf pelaksana untuk dokter 
di IRD sebenarnya massih kurang, karena hanya ada 2 dokter umum di unit 
ini.Tetapi meski informan sebagai salah satu informan menyatakan bahwa 
SDM di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar masih perlu 
ditambah untuk lebih meningkatan pelayanan, khususnya dokter umum di 
IRD dan berdasarkan observasi di unit ini diketahu bahwa terdapat dokter 
residen yang mendampingi dokter umum IRD dalam melakukan pelayanan 
dan biasanya juga menggantiikan dokter IRD jika berhalangan datang. 
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Elva Permatasari M, dkk (2013) yang berjudul Implementasi Kebijakan 
Pelayan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) 
RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2013 dimana hasil 
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penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel sumberdaya manusia 
sebagai staf pelaksana di rumah sakit Dr.Wahidin Sudirohusodo, belum 
cukup untuk menunjang pelayanan Ponek, walaupun jumlah SDM sudah 
mencapai standar Kepmenkes, tetapi menurut wawancara dengan para 
informan jumlah sdm mereka masih kurang. Padahal menurut teori Grinddle 
dalam wibawa (2005) jumlah kelayakan sumber daya manusia (aktor 
pelaksana) sangat menentukan kinerja pengimplementasian pelayanan 
kebijakan. Jadi seharusnya para pelaksana kebijakan program mengetahui 
berapa jumlah SDM yang sesuai untuk melakukan pelayanan kebijakan 
program. 
Berdasarkan pedoman penyelenggaraan PONEK bahwa pelaksanaan 
atau pengimplementasin program PONEK di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti 
Fatimah tersebut sesuai atau sejalan berdasarkan ketetapan dan prosedur baik 
sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial tidak jauh dari prosedur 
atau pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. 
3. Disposisi  
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimilikioleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik,maka akan dapat menjalankan 
kebijakan dnegan baik sepertiapa   yang   diinginkan   oleh   pembuat   
kebijakan.   Ketika implementor   memiliki   sikap   atau   perspektif   yang   
berbeda dengan   pembuat   kebijakan,   maka   proses   implementasi 
kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
Disposisi atau sikap dari implementor adalah faktor kritisketiga dalam   
pendekatan implementasi kebijakan publik.Sikap-sikap para implementor 
akan dipengaruhi oleh berbagai pandangannya terhadap kebijakan masing-
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masing   dengancara   apa   mereka   melihat   kebijakan   yang mempengaruhi 
kepentingan organisasional dan pribadinya. Para implementor tidak selalu 
siap untuk   mengimplementasikan kebijakan sebagaimana mereka para 
pembuat kebijakan. Konsekuensinya, para pembuat keputusan sering 
dihadapkan dengan tugas mencoba untuk memanipulasi atau mengerjakan 
semua disposisi implementor   atau untuk mengurangi opsi-opsinya (Edward 
II). 
Komitmen pemimpin akan menjadi model terbentuknya komitmen di 
seluruh jajaran organisasi, antara lain komitmen untuk memerhatikan 
pelanggan, komitmen untuk melakukan perbaikan proses  yang   terus   
menerus,   komitmen   untuk mewujudkan visi bersama, dan komitmen  untuk 
melakukan pencegahan terhadap terjadinya kesalahan. Agar terwujudnya 
komitmen, pemimpin perlu   menempatkan bawahan padaurutan pertama 
dalam  pengambilan keputusan. Ide   dan pendapat bawahan dihargai untuk 
menunjukkan respek pimpinan kepada bawahan. Dalam penelitian ini 
disposisi merupakan hal terpenting dalam proses implementasi kebijakan 
agar terwujudnya sesuatu yang hendak diraih baik itu dari segi kelompok 
maupun golongan.  
Disposisi disini berupa watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Berdasarkan 
hasil wawancara, narasumber mengemukakan bahwa semua tim atau petugas 
sama-sama berkomitmen untuk mengimplementasikan program yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah tersebut yang bertujuan untuk mengurangi angka 
kematian ibu dan bayi melalui program Pelayanan Obstetri Neonatal 




Berdasarkan hasil wawancara bahwa dari segi motivasi kerja 
diketahui bahwa untuk meningkatkan motivasi tersebut dilaksanakan 
beberapa kegiatan yaitu setiap pagi, sore, malam ada breafing kemudian 
Setiap selasa dengan kamis kita ada morning season yaitu semua masalah-
masalah kegawatdaruratan di bahas pada pagi hari. motivasi kerja petugas 
juga meningkat dengan adanya jasa medik,petugas yang bekerja itulah yang 
ingin mendapat reward atau penghargaan, sedangkang reward yang didapat 
itu seperti tambahan jasa medik. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tyas 
Desiana, (2012) yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan 
Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RSUD Kota 
Semarang yang menyatakan bahwa dari segi variabel Disposisi/sikap 
pelaksana program cukup mendukung. 
Allah berfirman pada Sura An-Nahl ayat 90 
Al-Qur’an Surah An-Nahl:90 
 
                          





Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran.(Departemen Agama RI, 1997:310) 
    Surat An-Nahl mengandung keterangan tentang sifat-sifat orang 
musyrikin, dan tingkah laku mereka, serta tantangan mereka terhadap 
kebenaran hari kiamat dan kerasulan Muhammad SAW, kemudian Allah 
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SWT menyebutkan peringatan-peringatan-Nya kepada mereka dan Azab 
yang mereka alami sebagai akibat dari sifat perbuatan mereka itu. Dalam 
surat ini Allah menunjukkan bukti-bukti ke-Esaan-Nya seraya 
memaparkan nikmat-nikmat yang diberikan-Nya kepada hamba-hamba-
Nya. Dan surat ini memuat juga hukum-hukum dan ajaran-ajaran tentang 
akhlak. 
Allah Ta’ala memberitahukan bahwa Dia memerintahkan hamba-
hamba-Nya untuk berbuat adil, yakni mengambil sikap tengah dan penuh 
keseimbangan, serta menganjurkan untuk berbuat kebaikan. Yang 
demikian itu senada dengan firman-Nya yang lain:“Dan balasan suatu 
kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barangsiapa memaafkan dan 
berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.” (QS. Asy-
Syuura: 40) 
(Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil) bertauhid 
atau berlaku adil dengan sesungguhnya (dan berbuat kebaikan) 
menunaikan fardu-fardu, atau hendaknya kamu menyembah Allah 
seolah-olah kamu melihat-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 
Hadist (memberi) bantuan (kepada kaum kerabat) famili; mereka 
disebutkan secara khusus disini, sebagai pertanda bahwa mereka harus 
dipentingkan terlebih dahulu (dan Allah melarang dari perbuatan keji) 
yakni zina (dan kemungkaran) menurut hukum syariat, yaitu berupa 
perbuatan kekafiran dan kemaksiatan (dan permusuhan) menganiaya 
orang lain. Lafal Al-baghyu disebutkan disini secara khusus sebagai 
pertanda, bahwea ia harus lebih dijauhi; dan demikian pula halnya dengan 
penyebutan lafal al-fahsyaa (dia memberi pengajaran kepada kalian) 
melalui perintah larangan-Nya (agar kalian dapat mengambil pelajaran) 
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mengambil pelajaran dari hal tersebut. Di dalam lafal tadzakkaruuna 
menurut bentuk asalnya ialah huruf tanya di idghamkan kepada huruf 
dzal. Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang 
bersumber dari ibnu Masud yang telah mengatakan bahwa ayat ini yakni 
ayat 90 surah An-Nahl adalah ayat yang paling padat mengandung 





4. Struktur Birokrasi 
Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan   
memiliki   pengaruh   yang   signifikan   terhadap implementasi kebijakan. 
Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah 
adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau 
SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. 
Struktur   organisasi   yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan 
pengawasan dan   menimbulkan  red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit 
dan kompleks,   sehingga menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 
Dengan menggunakan  SOP para pelaksana dapat memanfaatkan   
waktu  yang tersedia, serta menyeragamkan tindakan-tindakan. Organisasi-
organisasi   dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol 
yang besar terhadap programnya, akan lebih bisa menyesuaikan tanggung 
jawab daripada birokrasi yang tidak memiliki SOP. Sifat lain dari struktur 
birokrasi yang   berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah 
fragmentasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di 
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antara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan 
tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan 
kebijakan.(Edward II) 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PONEK 
dari segi standar kebijakan mengacu pada standar yang dikeluarkan 
pemerintah. Pihak rumah sakit telah mengeluarkan SK Tim PONEK, SOP 
Penerimaan dan Penanganan Pasien, serta SOP pendelegasian wewenang. 
Dalam penelitian ini  ditemukan beberapa arsip yang dibutuhkan seperti SK 
Tim PONEK, sertifikat-sertifikat yang membuktikan bahwa telah dilakukan 
pelatihan pada petugas atau tim. Sasaran kebijakan dari informasi yang 
disampaikan oleh responden mengetahui dengan jelas yakni untuk pasien 
emergensi kegawatdaruratan. 
Semua kegiatan serta program yang ada di Rumah Sakit Siti Fatimah 
tersebut telah mempunyai SOP yang lengkap dan sesuai, ketika ada 
perubahan atau program yang berjalan tidak sesuai dengan SOP maka wajib 
dilakukan revisi ulang. Begitu pula dengan petugas maupun tim PONEK telah 
mengikuti standar-standar kegiatan berdasarkan SOP yang berlaku. Dalam 
hal ini bertujuan agar petugas maupun masyarakat bertindak sesuai aturan 
serta prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam Rumah Sakit maupun 
instansi lainya khususnya di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota makassar 
yang mempunyai tujuan untuk menangani kegawatdaruratan serta penurunan 
angka kematian Ibu dan bayi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa tata cara pelaksanaan dan pengimplementasian program pelayanan 
obstetri neonatal emergensi komprehensif di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti 
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Fatimah searah dengan pedoman penyelenggaraan PONEK yang telah di 
tetapkan sebelumnya. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma’rifah 
dkk yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan PONEK di Rumah Sakit 
Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar Tahun 2013, 
dimana hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa variabel Struktur 
Birokrasi (standar kebijakan) dokumen untuk kriteria umum rumah sakit 
PONEK yang menjadi standar dari kebijakan diperoleh hasil bahwa terdapat 
SOP penerimaan pasien gawat-darurat, SOP penanganan pasien gawat 
darurat, SOP pendelegasian wewenang serta standar respon time di IRD. 
 
 
D. Keterbatasan Penelitian 
Pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. 
Salah satunya adalah kurangnya referensi yang mengkaji secara khusus 
implementasi kebijakan pelayanan obstetric neonatal emergensi 
komprehensif (PONEK)/ penananganan kegawatdaruratan pasien emergensi. 
Selain itu sulitnya mendapatkan informasi terhadap para petugas kesehatan 
atau tim pelaksana PONEK dengan alasan sibuk dengan pekerjaan masing-









BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Impementasi kebijakan 
pelayan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit Khusus 
Daerah Ibu dan Anak  Kota Makassar, maka peneliti menarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Pengetahuan serta pemahan petugas/ Tim PONEK dari segi 
komunikasi sudah cukup baik, mereka mengetahui bahwa pelaksana 
sosialisasi program tersebut ialah petugas kesehatan yang telah 
mengikuti pelatihan sebelumnya serta telah diyakini kemampuannya 
begitupun dengan bentuk sosialisasi, media yang digunakan dalam 
sosialisasi, sasaran sosialisasi serta hambatan atau kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi. 
2. Berdasarkan penelitian mengenai sumber daya serta sarana dan 
prasana tidak ada yang bermasalah semua cukup memadai mulai dari 
sumberdaya manusia (petugas kesehatan) antara lain ada dokter ahli 
kandungan / obsgyn, dokter spesialis anak, anastesi, perawat serta 
bidan. Sedangkan sumber dana pelaksanaan program berasal dari 
dana pelatihan diklat dari Rumah Sakit sendiri yang berasal dari dana 
BLUD. 
3. Sikap dan watak pelaksana program merupakan unsur terpenting dari 
pengimplementasian dan pelaksanaan suatu program, ketika pelaksna 
tidak menjalankan sesuai prosedur yang berlaku maka program tidak 
akan berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil 
wawancara dapat disimpulkan bahwa semua petugas mengikuti dan 
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patuh terhadap perintah yang dikeluarkan direktur walaupun terlihat 
sekilas masih ada petugas yang sedikit acuh terhadap aturan yang 
ditetapkan. Namun petugas/tim sama-sama berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan terbaik bagi pasien emergensi 
kegawatdaruratan dan mampu memberikan pertolongan pertama yang 
efektif. 
4. Aspek dari struktur birokrasi dalam suatu organisasi ada Standard 
Operating Prosedure (SOP). Berdasarkan hasil wawancara dapat 
disimpulkan bahwa semua program atau pelayanan baik dari aspek 
petugas kesehatan maupun semua element yang terkait berpedoman 
pada SOP yang berlaku yang setiap ada kesenjangan SOP tersebut 
akan direvisi lagi guna mencapai tujuan bersama dan terlihat semua 
petugas wajib dan sejauh ini telah mematuhi SOP yang ada. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan 
pelayanan PONEK di Rumah Sakit Sitti Fatimah Kota Makassar maka 
muncul saran-saran sebagai berikut : 
1. Bagi Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota 
Makassar agar memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada 
seluruh jajaran staf atau petugas yang bekerja di Rumah Sakit terkait 
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif serta membuat 
spanduk atau brosur yang menandakan bahwa Rumah Sakit tersebut 
adalah Rumah Sakit mampu PONEK 24 jam. 
2. Bagi Rumah Sakit Siti Fatimah agar memerhatikan manajemen 
kearsipan (SK Tim PONEK), dan perlunya disediakan dana khusus  
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untuk Tim PONEK, sedangkan dari segi SDM agar memaksimalkan 
pelayanan dan focus terhadap pasien emergensi. 
3. Bagi Direktur Rumah Sakit Siti Fatimah disarankan untuk melakukan 
pengawasan terhadap Tim PONEK. Dan bagi Tim PONEK 
disarankan untuk lebih meningkatkan koordinasi. 
4. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian lebih mendalam 
mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Obstetri Neonatal 
Emergensi Komprehensif.  
5. Bagi masyarakat penting untuk mengetahui tanda-tanda dan memilih 
langkah yang tepat dan mengakses pusat pelayanan keehatan terdekat 
seperti puskesmas dan Rumah Sakit guna mengantisipasi kejadian-
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kebijakan mensyaratkan agar 
implementor mengetahui apa 
yang harus dilakukan, 
dimana yang menjadi tujuan 
dan sasaran kebijakan harus 
ditransmisikan kepada 
kelompok sasaran (Target 
Group), sehingga akan 
mengurangi distorsi 
implementasi.(George C. 
Edward   III) 
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Variable Disposisi (sikappelaksana program) 



















untukmeningkatkanmotivasikerjaitu, jadikalokitadisinisetiappagi sore 
malamdiadakanbreafingkalosetiapselasakamisada morning season 
semuamasalah-masalahkegawatdaruratansemuadibahasdalam 
morning season tersebutgunapemecahanmaslahtohh..” 
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sepertikomitmen, kejujuran, sifat 
demokratis. Apabila implementor 
memiliki disposisi yang baik, maka 
implementor tersebut dapat 
menjalankan kebijakan dengan baik 
seperti apa yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan. Ketika 
implementor memiliki sikap atau 
perspektif yang berbeda dengan 
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yl “SOP itusangatmembantukita, kalotidakada SOP 
siapa yang menanganipasien, toh. 
Jadisemuasalingterkait. Kaloadailmuterbaru, affidant 
base SOP kitarubah. 
Jadiinidireviewsetiapenambulansekalijadikalotidakad
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Nama   :………………………………………………………….. 
Jenis Kelamin  :………………………………………………………….. 
Jabatan    :………………………………………………………….. 
Topik pertanyaan 
A. Berdasarkan Standar Kebijakan 
1. Di Rumah Sakit ini apakah panduan / acuan yang digunakan dalam 
melaksanakan kebijakan PONEK? 
B. Berdasarkan Sasaran Kebijakan 
Apakah anda mengetahui pasti siapakah yang menjadi target atau sasaran 
kebijakan dalam pelaksanaan PONEK itu sendiri? 
C. Berdasarkan Sumberdaya Kebijakan 
1. Apakah jumlah staf yang terlibat dalam pemberian pelayanan PONEK sudah 
tercukupi? 
2. Menurut anda kira-kira apa saja yang termasuk atau tergolong dalam 
Sumberdaya PONEK itu sendiri? 
3. Bagaimana dengan ketersediaan fasilitas kesehatan untk menunjang 
pelaksanaan kebijakannya? 
D. Berdasarkan Anggaran Kebijakan 
Sepengetahuan Anda kira-kira darimana Anggaran Kebijakan program ini 







AGD    Analisa Gas Darah 
AKB   Angka Kematian Bayi 
AKI    Angka Kematian Ibu 
AKN    Angka Kematian Neonatal 
ALS    Amyotrophic Lateral Sclerosis 
APD    Alat Pengaman diri 
ASEAN    Association of South East Asia Nations 
ASI    Air Susu Ibu 
BBLR    Bayi Berat Lahir Rendah 
BBLSR    Bayi Berat Lahir Sangat Rendah 
BDRS    Bank darah rumah sakit 
BMHP   Bahan Medis Habis Pakai 
CPAP    Continue Positive Airway Pressure 





DPL    Darah Perifer Lengkap 
DPRD    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
EKG    Elektrokardiografi 
EMG    Elektromiografi 
ET    Endotracheal Tube 
Fasyankes   Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
FIFO    First In First Out 
HFO    High frequency oscillatory 
HIV-AIDS   Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immuno Deficiency 
Syndrome 
HSP-USAID   Health Services Program- United States Agency for International 
Development 
IBI    Ikatan Bidan Indonesia 
ICU    Intensive Care Unit 
IDAI    Ikatan Dokter Anak Indonesia 
IMD    Inisiasi Menyusu Dini 





IUD    Intra Uterine Device 
IUFD    Intra Uterine Fetal Death 
JNPK-KR   Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi 
KE    Kehamilan Ektopik 
KET    Kehamilan Ektopik Terganggu 
MDGs    Millennium Development Goals 
MPS    Making Pregnancy Safer 
MRI    Magnetic Resonance Imaging 
NEC    Necrotizing Enterocolitis 
NICU    Neonatal Intensive Care Unit 
NYHA    New York Heart Assosciation 
OJT    On the Job Training 
PEEP    Positive End-Expiratory Pressure 
PMK    Perawatan Metode Kangguru 
POGI    Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia 





PONEK   Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 
PPCM    Peripartum Cardiomyopathy 
PPNI    Persatuan Perawat Nasional Indonesia 
PTTD    Paramedis Teknologi Tranfusi Darah 
RSIA    Rumah Sakit Ibu dan Anak 
RSSIB   Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi 
RSUD    Rumah Sakit Umum Daerah 
SCN    Special Care Nursery 
SDIDTK   Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang 
SDKI    Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
SKRT    Survei Kesehatan Rumah Tangga 
TA    Tricuspid Atresia 
TGA    Transposition of Great Arteries 
TOF    Tetralogi of Fallot 
TPNM   Total Parenteral Nutrition and Medication 





UKP    Upaya Kesehatan Perorangan 
USG    Ultrasonography 
UTD    Unit Tranfusi 




















MEKANISME ALUR PASIEN RUJUKAN MATERNAL DAN NEONATAL 
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